
PERATURAN DAERAH PROPINSI  BANTEN
NOMOR :  49 TAHUN 2002

TENTANG

P ENYELENG GARAAN P ER}. tU BU NGAT.I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Nronirnhrnn a.  bahwa untuk terselenggaranya pelayanan perhubungan'v 'v " "  '  rve '  rv  
secara  op t ima l  kepada para  pengguna jasa  perhubungan
dalam mewujudkan pertumbunan ekonomi mempunyai
peranan pent ing oan st rategis untuk memantapkan
pertumbuhan pembai lgunan dl  segala sektor ;

b.  bahwa berdasarkan per l i rnbarrg?f l  sebagaimana dimaksud
pada huruf  a d i  atas,  PenyelenEgaraan Perhubungan per lu
diatur dalam suatu Peraturan Daerah P; 'clpinsi Banten.

Meng inga t  ,  1 .  Undang-undang
(Lembaran
TambahanLembaran Negara  Nomor  3186) ,

2 .  Undang-undang Nonror  6  Ta l run  '1984 ten tang Pos
(Lembaran Negara  Tahur r  1984 I ' lomor  2 ,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor  3276) ;

Nornor  13  Tahun ' l  9E0 ten tang Ja lan
Negara  Tahun 1980 Nomor  83

nomor  13  Tahur r  1992  ten tano3 ,  Undang-undang
Perkeretaapian
Ncmor 47 ,  Tambahan

(Lembaran Negara  Tahun 1992
Lembaran Negara  Nomor  3a79) ;

4 .  Undang-undang Nomor  14  Tahun 1992 ten tang La lu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Talrun
1992 Nomor  49 .  

' fambahan 
Lembaran Neoara  Nomor

3480);

5 .  Undang-Undang Nc mor  1  5  Tahun 1  992 ten tang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nonror  3aBl  ) ;

6 .  Undang-Undang Nomor  21  Tahun 1992 ten tang Pe layaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3a93);

7  .  Undang-Undang Nomor  22  Tahun 1999 ten tang
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Tahun 1999
Nomor  60 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3839) ;



B. Undang-Undang Nomor 2s 
- l -ahun 

l  ggg tentang
Per imbangan Keuangan Antara Pemer intah pusat  dan
Daerah (Lembaran Negara  Tahun l  ggg Nomor  72 ,
Tambahan Lembaran l . legara Ncmor 3BaB);

9 .  Undang-undang Nornor  36  tahun l  ggg ten tang
Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahurr  l  ggg Nomor
124,  Tambahan Lembaran Negara  Nomoi '  3881) ;

1 0.  undang-undang Norro r  23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi  E]anten (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 182,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010) ;

11 .  Peraturan Pemer intah Nomor 20 Tahun 1 gB5
tentang Jalan (Lembararr  Negara Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

12.  Peraturan Pemer intah Nomo: 37 Tahun 1985 tentang
Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun l  g8s
Nomor 53,  Tambahan Lembaran l . legara Nomor 3303);

13.  Peraturan Pemer intah I ' lomor 40 Tahun 1985 tentang
Angkutan Udara sebagaimana te lah d iubah dengan
Peraturan Pemer intah Nomcr 3 Tahun 2000 (Lembaran
Negara  Tahun 1985 Nomor  68 ,  

' fambahan 
Lembaran

Negara  Nomor  3610) ,

14 .  Pera turan  Pemer in ta i r  Nomor  41  Ta l run  1993 ten tang
Angkutan  Ja lan  (Lenrba i 'an  Negara  Tahun 1993 Nomor  59 ,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3527);

15.  Peraturan Pemer inta l r  Nornor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu L intas Jalan (Lembararr  Negara Tahun
1993 Nomor  63 ,  Tambahan L .embaran Negara  Nornor
325e);

1 6.  Peraturan Pemer intah Nomor 69 Tahun 1 998 tentang
Prasarana dan Sarana Kereta Api  (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 189,  Tanrbahat t  Lembaran Negara
Nomor 3795);

17 . Peraturan Pemerintarh Nomor 82 Tahurr 1999 tentang
Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
187,  Tambahan Lenrbaran Negara Nomor 3907);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Tahul  2000 Nomor 1 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);

19.  Peraturan Pemer intah Nomor 12 Tahun 2-000 tentang
Pencarian dan Periolongan (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 25,  Tar, rbahan Lembaran Negara Nomor
3e07);



20.  Pera turan  Pemer in tah  Nornor  2s  rahun 20oo ten tang
Kewenangan Pemer in tah  dan Kewenangan prop ins i
sebagai  Daerah otonom (r*embaran l legara J 'ahun 2ooo
Nomor  54 ,  Tambahan Lembarar r  Negara  Nomor  3g52) ;

21 .  Peraturan Pemer intah Nomor sz rahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi  (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor  107,  Tambahan Lembaran Neoara
Nomor  3980) ;

22.  Peraturan Pemer i r r ta l r  Nomor 53 Tahun 2ooo tentang
spektrum frekwensi  radio orb i t  sate l i t  (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 108,  Tarnoahan Lembaran Neqara
Nomor  3981) ;

23.  Peraturan Pemer intah Nornor B1 Tahun 2O0O tentang
Kenav igas ian  (Lembaran Negara  Tahun 20oo Nomor  160,
Tambahan Lembarar r  l , legara  Nomor  a001 ) ;

24.  Peraturan Pemer intah Nomor 39 rahun 2oo1 tentang
Penyelenggaraan Dekorrsentrasi  (Ler , rbaran Negara Tahun
2001 Nomor 62,  Tanrbahan Lembaran Negara Nomor
a0e5);

25.  Peraturan Pemer intah Nomcr sz 
' f  

ahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 77,  Tambaharr  Lembaran Neqara
Nomor  a106) ;

26.  Peraturan Pemer intafr  Nornor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
127, Tambahan Lenrbaran Negara Nomor a1ai l ;

27 .  Peraturan Pemer intah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146)' ,

28,  Peraturan Daerah l . lomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana
Strateg is D ae rah (Le mba ra n Dae rah Tah u n 2002
Nomor  3) ;

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tanun 2002 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002- Nomor 4,  Ser i  E) ;

30.  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Pembentukan,  Susunan Organisasi  dan Tata Ker ja Dinas
Perhubungan Prop;nsi  Banten (Lembaran Daerah Propinsi
Banten Tahun 20Q2 Nomor 22,  Ser i  D);

31.  Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana
Tata Ruang Wi layah Propinsi  Banten (Lembaran Daerah
Tahu n 2002 Nomor 37).



DEWAN

Dengan perse tu juan

PERWAKII-,AN RAKYAT DAERAF1 PR,OPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENYELENGGARAAN P ERI-l  U BtJ NGAN.

Menetapkan :

BAEI I

KETENTUAN UMIJM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah in i  yang dimaksud dengan :
1 ,  Daerah ada lah  Prop ins i  Banten ;

2.  Pemer intah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat  daerah otononr
yang la in sebagai  Badan Eksekut i f  Daerah Propinsi  Banten;

3 .  Gubernur  ada lah  Gubernur  Banten ;

4.  Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah yang selanjutnya d isebut  DPRD adalah
DPRD Propinsi  Banten;

5.  Dinas adalah Dinas Perhubt ingan Propinsi  Banten;

6.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi  Banten;

7.  Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat  dalam bentuk apapun
mel iput i  segala bagian ja lan yang di l leruntukkan bagi  la lu l in tas;

B.  Kendaraan bermotor  adalah kendaraan yang digerakkan ole l r  peralatan
teknis yang berada pada kendaraan i tu;

I  Trayek adalah l in tasan kendaraan urnum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobi l  b is ,  yang memprJnl ,s l  asal  dan tu juan per ja lanan tetap,
l in tasan tetap dan jadwal  tetap nraupun t idak ter jadwal  yang melayani
l in tas Kabupaten/Kota dalam Wi layafr  Propinsi ;

1 0.  Jar ingan t rayek adalah kumpulan dar i  t i 'ayek- t rayek yang menjadi  satu
kesatuan jar ingan pelayanan angkutan orang yang melayani  l in tas
Kabupaten/Kota dalam Wi layah Propinsi ;

1 1.  Jar ingan Lintas adalah kumpulan l in tas- l in tas yang menjadi  satu kesatuan
jar ingan pelayanan angkutan barang;

12.  Kelas Jalan adalah k las i f ikasi  ja lan berdasarkan rr t la tan sumbu terberat
(MST) dan karakterist ik lalu l intas;

13.  Kereta Api  adalah kendaraan dengan tenaga gerak,  baik ber ja lan sendir i
maupun d i rangka ikan dengan kendaraan la innya,  yang akan a taupun
sedang bergerak d i  ja lan re l ;

1 4.  pelabuhan adalah tempat yang terd i r i  dar i  daratan dan perai ran d i
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemer in iahan dan kegiatan ekonclmi  yang dipergunakan sebagai  tenrpat
kapal  bersandar,  ber labuh,  naik turun penurnpang dan atau bongkar muat
barang yang di lengkapi  dengan fas i l i tas keselanratan pelayaran dan



kegiatan penunjang pelabuhan ser ta sebagai  ternpat  perpindahan int ra dan
antar moda transportasi;

15 ,  Pe labuhan umum ada lah  pe labuhan yang c l i se lenggarakan un tuk
kepent ingan pelayanan masyarakat  umum;

16 Pe labuhan khusus  ada lah  pe labuhan yang d ike lo la  un tuk  kepent ingan
sendir i  guna menunjang kegiatan ter tentu;

'1  7.  Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan yang menyangkut  angk' r tan d i  perai rarr  dan kepelabuhanan;

'1 B.Daerah Lingkungan Ker ja Pelabuhan laut  adaiah vv i layah perai ran dan
dara tan  pada pe labuhan umum yang d ipergunkan secara  langsung un tuk
keg ia tan  kepe labuhanan ;

1 9.  Daerah Lingkungan Kepent ingan Pelabuhan laut  adalah wi layah perai ran
di  sekel i l ing daerah l ingkungan ker ja d i  perai ran peiabuhan umum yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatarr  pelayaran;

20.  Dermaga Untuk Kepent ingan Sendir i  adalah dermaga dan fas i l i tas
pendukungnya yang berada di  dalam Daerah Lingkungan Ker ja dan atau
Daerah Lingkungan Kepent ingan pelabuharr  laut  yang dibangun,
dioperasikan dan digunakan untuk kepent ingan sendir i  guna menunjang
kegiatan tertentu;

?-1 ,Kapal  adalah kendaraan ai r  dengan bentuk dan jenis apapun yang
digunakan dengan tenaga mekauik,  tenaga angin atau d i tunda termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis,  kendaraan dibawah ai r  ser ta
a la t  apung dan bangunan te rapur rg  lanQ berp indah-p indah;

22,Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang,  penumpang /  hewan diantara
dua tempat  yang berbeda dan d ip isahkan o leh  lauVa i r  dengan
menggunakan kapal-kapal  sebagai  a lat  angkut ;

23.  Bandar Udara adalah lapangan terbarrg yang dipergunal<an untuk
mendarat  dan lepas landas pesawat uCara,  naik turun penumpang dan
atau bongkar muat  kargo dan atau pos,  ser ta d i lengkapi  dengan fas i l i tas
keselamatan penerbangan dan sebagai  ternpat  perpindahan antar  moda
transportasi;

24 .Pos  ada lah  pe layanan la lu  l in tas  sura t  pos ,  uang,  barang dan pe layanan
jasa la innya yang di tetapkan oleh Menter i ,  yar ,g d iselenggarakan oleh
badan yang d i tugas i  menyetenggarakan pos  dan g i ro ;

25.  Pengusaha jasa t i t ipan adalah kegiatan yang di lakukan ole i r
penyelenggara untuk mener ima, rnernbawa dan atau menyampaikan surat
pos  jen is  te r ten tu ,  paket  dan uang dar i  meng i r im kepaCa pener ima dengan
memungut  ba iaya ;

26 .Penye lenggara  ada lah  badan hukum yang d ibentuk  berdasarkan hukunr
lndonesia dalam hal  in i  Perseroan terbatas atau Koperasi  yang te lah
memi l ik i  surat  iz in pengusaha jasa t i t ipan

27.  Kantor  Pusat  adalah kantor  yang did i r i l tan pada suatu wi layah yang
merupakan pusat  kegiatan penyelenggaraan Perusahaan Jasa Ti t ipar t
yang membawahi  beberapa kantor  cabang/agen yang tersebar d ibeberapa
wi layah nusantara;



28 '  Kantor  cabang ada lah  kantor  pembantu  dan merupakan bag ian  dar ikan tor  pusat  un tuk  mener ima,  membawa dan a tau  menyampaikan sura tpos jenis ter tentu,  paket  dan Lrang dar i  pengir im kepada pener ima derrganmemungut  b iaya ;
29 '  Kantor  Agen ada lah  kantor  pembantu  yang menye lenggarakar rpengusahaan a tas  dasar  ker jasama dengan kan io r  pusat  a tau  cabang jasat i t ipan,  sesuai  peraturan perunoangan y ing berraku;
30 .Te lekomunikas i  ada lah  se t iap  penrancaran,

t iap jenis tanda,  gambar,  suara cran informasi
sistem kawat;

31 '  Jar ingan Te lekomunikas i  ada lah  rangka ian  perangkat  te lekomunikas i  dankelengkapannya yang dig unakarr  dalam rangka berte lekomunikasi ;
32 '  Jasa Te lekomunikas i  ada lah  Iayanan te lekomunikas i  un tuk  memenuh ikebutuhan ber te lekomunikas i  dengar r  ja r ingan te lekc lmun ikas i ;
33 '  Penye lenggara  Te lekomunikas i  Khusus  ada lah  penye lenggaraan

telekomunikasi  yang s i fat ,  peruntukan dan pengoperasiannya ih1. , rur ;
34 '  lnsta latur  adalah badan penyelenggara,  badan l ru l ium atau perseorangan

yang diber i  kewenangan untu l l  menyelesaikan peker jaan pemasangan,
pemel iharaan dan perba ikan gangguan Ins ta ias i  Kabet  Rumah/Gec iung
( lKR/G) ;

35'  Komunikasi  Radio Antar  Pendudu,k yang selanjutnya d isebut  l (RAp adalah
komunikasi  radio yang merrggunakin bai rd f rekwensi  radio yang
di tentukan secara khusus untuk komunikasi  te lepon radio antar  penduduk
da lam wi layah Repub l ik  Indones ia ;

33 .  Keg ia tan  Amat i r  Rad io  ada lah  keg ia tan  la t ih  d i r i ,  sa i ing  berkomunikas i  dan
penyel id ikan-penyel id ikan teknrk yang tJ iselenggaral< in o leh para anrat i r
rad io;

37  Rad io  S ia ran  ada lah  suatu  s tas iun  komunikas i  rad io  yang t ransmis inya
d imaksudkan un tuk  pener imaan langsung o leh  rnasyarakat  umum dengan
a lokas i  khusus  rad io  s ia ran ;

38  Awak Kapa l  ada lah  orang yang beker ja  a tau  d ipeker jakan d i  a tas  kapa l
o leh  pemi l i k  a tau  opera tor  kapa l  un tuk  melakukan tugas  c l i  a tas  kapa l
sesua i  dengan jabatannya yang te rcantum da lam buku s i i i t .

BAB I I

RUANG L INGKUP

Pasal  2

Perhubungan sebaga i  u ra t  nad i  perekonomian dan penun jang pembangunan
diselenggarakan secara terpadu nreia lu i  keterkai tan antar  moda dan int rar
moda untuk menjangkau dan menghubungkan di  seluruh Wi layah Banten
yang mel ipu t i  penye lenggaraan perhubungan dara t ,  perhubungan lau t ,
perhubungan udara ser ta pos c larr  te lekomunikasi .

peng i r iman a tau  pener imaan
da larn  bentuk  apapun mela lu i



( 1 )

BAB I I I

PENYELENGGARAAN PERHIJBUNGAN DARAT

Bagian  Per tama

Penye lenggaraan  La lu  L in ta .s  dan  Angku tan  Ja lan

Paragra f  1

Jar ingan  Transpor tas i  Ja lan

Pasa l  3

Untuk  mewujudkan la lu  l in tas  dan angkutan  ja lan  yang te rpadu dengan
ntoda t ranspor tas i  la in  d i te tapkan ja r ingan t ranspor tas i  ja lan  yang
menghubungkan se lu ruh  w i layah Prop ins i  yang d i tuangkan da lam bentuk
Rencana Umum Jar ingan Transpcr tas i  Ja lan ,

Penyusunan Rencana U mum Jar ingan Transpor tas i  Ja lan  Prop insr
d i laksanakan o leh  D inas  yang d i te tapkan dengan Keputusan Gubernur ,
Rencana Umum Jar ingan Transpor tas i  Ja lan  Prop ins i  sebaga imana
drmaksud da lam ayat  (2 )  me l ipu t i  rencana penetapan :
a.  arah kebi jakan peranan t ransportasi  ja lan c ja lam keseluru i ran moda

transportasi ;
b .  penataan dan pengembangan ia r ingan prasarana t ranspor tas i  yan .q

mel iput i  jar i t tgan ja lan,  ja lur  kereta api  dan l in tas penyeberangan ser ta
penataan dan pengembangan s impr-1 i  t ransportasi  yang mel iput i
te rmina l  t ranspor tas i  ja lan ,  te r ;n ina l  angkutan  sunga i  dan danau,
s tas iun  kere ta  ap i ,  pe labuhar r  penye 'oerangan,  pe labuhan laur t  dan
bandar  udara ;

c .  penataan dan pengembangan ja r ingan pe layanan angkutan  ja lan ,
angkutan  sunga i ,  danau dan penyeberangan dan arngkutan  kere ta  ap i ;

d .  pengaturan  penggunaan prasarar ta  ja r ingan ja lan ,  ja lu r  kere ta  ap i  dan
l in tas  sunga i ,  danau  dan  penyeberangan .

Pilrag raf  2

Te rm ina l  T ranspo r tas i  Ja l an

Pasa l  4

Untuk menunjang kelancaran mobi l i tas orang dan atau arus barang ser ta
ter laksananya keterpaduan int ra Can antar  moda secara ter t ib  dan aman,
pada tempat- tempat ter tentu d ibangun dan disetenggarakan terminal
t ransportasi  ja lan.

Pelnetapan lokasi ,  rancang bangun cJan pengoperasian terminal
penumpang yang melayan i  angkutan  l in tas  Kabupaten /Kota  un tuk :
a .  Termina l  Penumpang T ipe  A wa j ib  i ^nendapatkan rekomendas i  dar i

Gubernur ;
b .  Termina l  Penumpang f - ipe  B wa j ib  mendapatkan penetapan dar i

Gubernur .

(2 )

(3 )

(1 )

( ) \



(3)Penetapan lokas i  te rnr ina l
aya t  (2 )  d i lakukan dengan
Transpor tas i  Ja lan  proprns i
Prop ins i .

penL lmpang sebaga inrana
rnemperhat ixan  Rencana
dan Rencana Umunr  Tata

d imaksud  da lam
Umum Jar ingan
Ruang Wi laya i r

(1 )

(2)

Paragra f  3
Penetapan  Ke las  Ja tan ,  Ja r ingan  L in tasdan  Jar ingan  Trayek

Pasa l  5

Untuk  keper luan pengaturan  penggunaan c jan  pemenuhan kebutuhan
angkutan  d i  ja lan  Prop ins i  d i te tapkan ke las  ja lan ,  ja r ingan t rayek  c lanjar ingan l in tas.
Penetapan kelas ja lan,  jar ingan l in tas dan jar ingan t rayek l in tas
Kabupaten/Kota dalam Propinsi  sebagaimana c j imaksud dalam ayat  (1)
d ia tu r  dan d i te tapkan c lengan Keputusan Gubernur .

Parag raf 4

Rekayasa  dan  Mana jemen La lu  L in tas

Pasa l  6

(1)  Untuk  kese lamatan,  keamanan,  ke lancaran dan l<e ter t iban  la lu  l in tas  c l ija lan  Prcp ins i  d i lakukan re l<ayasa dan mana jemen la lu r  l in tas  c ian
penetapan ta ta  cara  ber la lu  l in tas  sesua i  dengar r  pera turan  perundang-
undangan yang ber laku .

(2 )  Rekayasa la lu  l in tas  sebaga imana d imaksuc l  da lam ayat  (1 )  me l ipu t i
keg ia tan  perencanaan,  pengadaan,  pembanqunan,  pemasangan c lan
pemel iharaan rambu- rambu la l r - r  l i n tas ,  a la t  pengenda l i  i syara t  la lu  l in tas
dan fas i l i tas  per lengkapan ja lan  la innya.

(3 )  Mana jemen la lu  l in tas  sebaga imana c l imaksud Ca lam ayat  (1 )  n re l ipu t i
keg ia tan  perencanaan,  pengaturan ,  pengawasan dan pengenda l ian  la lu
l in tas .

(4 )  
- fa ta  

cara  ber la lu  l in tas  c l i  ja lan  sebaga imana c l i rnaksud da lam ayat  (1 )
mel ipu t i  gerakan la lu  l in tas  kendaraan ber rno tor  an tara  la in  ac la lah
melewat i ,  berpapasan,  n tenrbe lok ,  memper la rnbat  kendaraan,  pos is i
kendaraan d i  ja lan ,  ja rak  an tar  kendaraan c ia r r  hak  u tama pac la
pers impangan dan per l in tasan seb ida ; rg

(5)  Rekayasa dan mana jemen la lu  l in tas  sebaga imana d imaksud c ja lanr  ava t
(1 )  d i lakukan  o leh  D inas ,

Pasa l  7

(1)  Mana jemen la lu  l in tas  yang berupa keg ia tan  pengaturan  la lu  l in tas
sebaga imana d imaksud pada pasa l  6  aya t  (3 )  me l ipu t i  :
a .  penetapan kecepatan  maks imurn  pac ia  ja lan ;



h nanot 'Dan ja lan  sa tu  a rah  dan dua arah ,  ba ik  yang bers i fa t  pernranen, J .  
} J v t  

t v t u l

atau  sewaktu-waktu  un tuk  se lu ruh  kendaraan a tau  jen is  kenc la raan
tertentu;

c .  penetapan ja lan  dan jam operas i  angkutan  barang,  angkutan  pe t i
kemas dan angkutan  a la t  bera t  d i  ja lan ;

d.  per intah waj ib mematuhi  ketentuan ber ia lu l in tas yang c l inyatakan
da lam rambu- rambu la lu  l in tas ,  marka  ja lan  c lan  a la t  pengatur  la lu
l in tas ;

A  l ^ . ^ ^ ^ ^e.  la rangan menggunakan isyara t  i :uny i  pada ruas . -  ruas  ja lan  te r ten tu ;
f  .  la rangan dan a tau  per in tah  menggunakan ja lan  un tuk  se lu ruh  a taL t

jen is  kendaraan te r ten tu ;
g .  la rangan membongkar  a tau  r , remotong a tau  mengh i langkan fas i l i tas

per lengkapan  ja lan ;
i t .  la rangan meny impan barang a tau  mater ia l  yang c lapat  mengganggLr

la lu  l i n tas .

(2 )  Pengaturan  la lu  l in tas  sebaga inrana C imaksr ic i  da iam ayat  (1 )  yang
bers i fa t  per in tah  dan a tau  la rangan,  d i te tapkan dengan Keputusan
Gubernur  dan  d iu rmumkan da lam Ser i ta  Daerah .

P n q a l  R
|  ( r v g l  v

(1 )  Mana jemen La lu  L in tas  yang berupa keg ia ta i r  pengawasan dan
pengenda l ian  sebaga imana d i rnaksud pada pasa l  6  aya t  (3 )  c l i lakukan
dengan cara  pember ian  iz in  a tau  re l<omendas i  te rhadap :
a .  se t iap  penggunaan ja lan  un tuk  keper luan te r ten tu  se la in  un tuk

kepent ingan la lu  l in tas ;
b .  se t iap  pengoperas ian  kendara?n ar rgku tan  barang mela lu i  ja lan  yang

t idak  sesua i  perun tukkannya maupun ba ta .s  bera t  muatannya
d ikarenakan s i fa t  a tau  d in rens inya  t idak  Capat  d ipecah-pecah.

r  co t ien  pembangunan a tau  penger , rbangan suatu  kawasan a tauv .  v v \ r u | /

keg ia tan  yang men imbu lkan ta r ikan  c lan  bangk i tan  la lu  l in tas .

(2 )  Sebaga i  bahan per t imbangar r  penrber ian  iz in  a tau  rekomendas i
sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  huru f  c  per lu  d i lakukan ana l is is
dampak la lu  l in tas  yang d ia tu r  da iam Keputusan Gubernur ,

(3 )  Pember ian  iz in  a tau  rekomendas i  sebraga imana d in raksud c ja lam ayat  (1 )
d ikenakan re t r ibus i  yang d ia tu r  da lam Pera turan  Daerah te rsend i r i .

Parag ra f  5

Pemer iksaan Mutu  Karoser i  l (endaraan Ber rno tor ,  Kere ta  Gandengan,
Kere ta  Tempe lan  dan  Kendaraan  Khusus

Pasar  I

(1 )  Set iap  has i l  p roduks i  karoser i  kendaraan bermotor ,  kere ta  gandengan,
kere ta  tempe lan  dan kendaraan khusus  yang te lah  nrendapat l<ar r
pengesahan rancang bangun v ra j ib  d i lakukan pemer iksaan mutu  karoser i



(2 ) Produks i  karoser i  kendaraan bermotor ,  kere ta  gandengan,  kere ta
te rnpe lan  dan kendaraan khusL ls  yang te lah  menren i t l i i  persyara tan  tekr t i s
dan d inya takan lu lus  pemer iksaar ' . r  mutu t  C iber ikar ' ,  Sura t  Keterangan l - las i l
Pemer iksaan  Mutu .

Sura t  Keterangan Has i l  Penrer iksaan Mutu  se i raga i tnana d imaksuc l  da lam
ayat  (2 )  d i te rb i tkan  o leh  D inas ,

Pasa l  ' l  0

Perusahaan/Bengke l  yang memproduks i  karoser i  kendaraan bermotor ,
kere ta  gandengan,  kere ta  tempe lan  dan kendaraan l lhusus  sebaga imana
d imaksud pada pasa l  9  aya t  (1 )  wa j ib  d ida f ta rkan pada D inas .

Perusahaan/Bengke l  karoser i  yang te lah  memenuh i  persyara tan  tekn is
c jan  admin is t ra t i f  dan  te lah  te rda f ta r  pada D inas  d ib : r i kan  ser t i f i kas i  o leh
D in  a  s .

Pasal  '1  1

Set iap kenclaraan bermotor  yan.q nrerupakan aset  instansi  pemer inta l i
yang akan d ihapuskan harus  d i lakukan pen i la ian  tekn is  ke la ikan  ja lan .

Has i t  pen i la ian  tekn is  ke la ikan  ja lan  sebaga imana d in raksud da lam ayat
(1 )  d i te rb i tkan  sura t  ke terangan has i l  pen i la ian  tekn is  o leh  D inas .

Pasa l  1  2

Jasa pelayanan kegiatan pemer iksaan mutu l ' ras i l  produksi  karoser i ,  kegiatan
peni la ian kelayakan bengket  karoser i  dan kegiatan peni la ian teknis kela ikan
kendaraan d ikenakan re t r ibus i  yang d ia tu r  da lam Pera turan  Daerah te rsend i r i .

Paragra f  6

Penye lenggaraan  Angku tan  Ot  ang

Pasa l  1  3

pe layanan angkutan  orang dengan kendaraan unrum d i lakukan dengan

menggunakan  mob i l  b i s  dan  mob i l  penumpang.

pengangkutan  orang dengan kendaraan umum sebaga imana d imaks t - td

da lam aya t  (1 )  d i laYan i  dengan  :

a .  T rayek  te taP dan te ra tu r ,

b.  T idak dalam traYel<.

Pasa l  14

(1)  pe layanan angkutan  orang der rgan I<endaraan unrum da lam t rayek  te tap

dan te ra tu r  sebuga imana d in raksud paca pasa i  13  aya t  (2 )  huru f  a

d i lakukan  da lam ja r ingan  t raYek

(3 )

(1 )

(2)

(1 )

(2)

(1 )

(2 )



(2)Jar ingan t rayek  sebaga i r r tana d imaksurc j  c la lam ayat  (1 )  ada la l r  ja 'ngan
t rayek  angkutan  yang melayan i  l in tas  Kabupaten /Kota  da lam prop ins i  c ran
angkutan  yang r r le layan i  l in tas  KaDLrpaten /Kota  perbatasan prop ins i ,

Jar ingan t rayek  sebaga inrana d in ra l<sud c ia lam ayat  (2 )  memuat  asa l
t t t juan ,  ru te  yang d i la lu i ,  jen is ,  k lasr f i kas i  dan junr lah  kendaraan yang c lapat
melayan i  se t iap  t rayek ,

l a r i ^ ^ ^ ^  t - ^ .Jar lngan t rayek  sebaga imana d imaksud c la lanr  aya t  (3 )  d ia tu r  cJa '
c j i te tapkan o leh  Gubernur .

Ja r ingan  t rayek  sebaga imana d imaksud  da lam aya t  (1 )  d i lakukan  eva luas i
sekurang-kurangnya da lam jangka wa l< tu  5  ( l ima)  tahun.

(1 )  Pengangku tan  o rang
sebaga imana d imaksud
a.  angkutan  taks i ;
b .  angkutan  sewa;

Pasa l  1  5

dengan l<endaraan umum t idak  da lam t raVek
pada  pasa l  13  aya t  (2 )  huru f  b ,  me l ipu t i  :

(3 )

('1)

(s)

(3 )

(4 )

(?_)

c .  angkutan  par iw isa ta ;
d .  angkutan  karyawan;
e .  angku tan  seko lah ;
f .  angkutan  khusLts ,

Pe layanan angkr - r tan  orang c lengan ker rdaraan umum t idak  c la lam t rayer ,
sebaga imana d imaksuc j  pada pasa l  13  aya t  (2 )  huru f  a  merL lpakrn
pelayanan angkutan dalam wi layah operasi  l in tas Kabuparten/ l (ota c ja lapr
prop ins i  dan pe layanan angkutan  c la lam wi layah operas i  l in tas
Kabupaten /Kota  perbatasan prop ins i .

Wi layah operas i  pe layanan,  jen is  dan jumlah t lendaraan angkutan  t i c iak
da lam t rayek  yang d imaksud c ia la rn  a r ra t  (2 )  c i ia tu r  c lan  d i te tapkan o leS
G ubern  u  r .

Wi layah operas i  pe layanan,  jen is  dar r  jumlah kendaraan angkutan  t ida t<
da lam t rayek  yang d imaksud da la rnr  aya t  (2 )  d i lakukan eva luas i  sekuranq_
kurangnya da lam jangka v rak tu  5  ( l ima)  ta l ru rn  sekar i .

Pasa l  16

Penye lenggaraan angkutan  orang der rgan kendaraan umLlm d i laku l<an
o leh  Badan Usaha Mi l i k  Negara ,  [3adan Usaha l / i l i l (  Daerah,  Badan Usaha
Mi l i k  Swasta  Nas iona l ,  Koperas i  c ian  Perorangan.

Untuk  melakukan keg ia tan  angkutan  sebaga imana d in raksud c la lanr  aya t
(1 )  wa j ib  memi l i k i  i z in  t rayek  a tau  iz in  operas i ,

Set iap  pemegang iz in  yang te lah  mendapatkan izn  t rayek  a tau  iz in  operas i
d iwa j ibkan un tuk  rnengoperas ikan kendaraan sesua i  dengan jen is
pe layanan berdasarkan iz in  t ravek  a tau  iz i r r  operas i  Vang d imi l i k i .

(1 )

(2 )

(3 )



(4 )  Da lam keadaan te f ten t r - r  pemegJang iz in  sebaga imana d in raksud c ja lanrayat  (3 )  dapat  c j iber ikan  iz in  
-  

ins ic jen t i l  un tuk  n tengoperas ikan
kendaraannya meny impang dar i  t rayek  yang te lah  d in r i l i k i .

(5)  lz in t rayek atau iz in operasi  sebagairnana c j inraksud c la larm ayat  (2)d ike luarkan o leh  D inas  dan t idak  c lapat  c j ia l ihkan tanpa perse tu juanpember i  i z in .

(6 )  l z in  t rayek ,  i z in  operas i  a tau  iz in  ins ident i l  d iber ikan  hanya kepac lapemohon yang memenuh i  persyara tan  tekn is  dan admin is t ra t i f  yang d ia t . r rdan d i te tapkan da lam r (eputusan Gubernur ,
(7 )  Pember ian  iz in  t rayek ,  i z in  operas i  a tau  iz in  ins ident r l  dan rekomenc jas i  i z inla innya d ikenakan re t r ibus i  yang C ia tu r  c ja lam Pera t r r ran  Daerah te rsend i r i .

Pasa l  1  i

(1 )  l z in  sebaga imana d imaksud  pada  pasa l  16  aya t  (2 )  d i te rb i t kan  o leh  D inas ,ber laku  se lama 5  tahun dan dapat  d iperpan jang masa ber la l<unya.
(2 )  Pember ian  i z in  sebaga imana d i rnaksucJ  da lam aya t  (1 )  d i lengkap i  denganKartu Pengawasan ber laku selama 1 tahun dan ,a ia j in  d i lJkukan c laf taru lang .

(3)  Perpanjangan iz in dan daf tar  u lang l (ar iu pengawasan sebagaimana
d imaksud da lam ayat  (1 )  dan (2 ) ,  d ia jukan sekurang- t<urangnya 2  (dua)bu lan  sebe lum hab is  masa  ber la ,<u .

(4 )  Pember ian  Kar tu  Pengawasan (KP)  dar r  da f ta r  u tang Kp d ikenakan
re t r ibus i  yang d ia tu r  da lam pera turan  Daerah te rser rd i r i .

Pasa l  1  B

(1 )  Un tuk  men jamin  kese lamatan ,  kenyamanan c ian  ke langsungan  pe layanan
ang l<u tan  penumpang umum yang c i i cperas ikan * i1 i l ,  d i lakukan
n A a n , _ ^ i ^ -per  e rnaJaan.

(2 )  Pe laksanaan perenra jaan kendaraan scbaga imana c i imaksud da lam ayat
(1 )  d i lakukan te rhac lap  kencJa,  aan L lmL ln l  ) ,ang te lah  c l ioperas ikan
sekurang-kurang nya 7  ( tu juh)  ta l ru ,1 .

Pasa l  1  9

se t iap  pemegang iz in  t rayek  a tau  iz in  operas i  d iwa j ibkan un tuk  :
a  memenuh i  kewaj iban yang te lah  d i te tapkan da lam iz in  t rayek  a tau  iz in

n n o r e  c i '
v F v t  \ / v t ,

l -  rnon ' !nnor35 i f t3p  kendaraan  L ln ' l um yang  memenr :h i  pe rsyara tan  te l<n is
t J ,  |  |  r v r  r y v H v l

dan  l a i k  j a l an ;

c  me lapo rkan  apab i l a  t e r j ac l i  pe r r - rbahan  Corn i s i l i ,  pe rn i l i kan  kendaraan ,
nama  pe rusahan ,  penga l i l r an  kepe r l i l i kan  pe rL l sahaan  c l an  pe rL lbaha .
i e d r n r e l  n o r '
J u v , ,  u ,  | , v , J a l a n a n ;



d melaporkan keg ia tan  operas iona l  angkutar r  se t iap  bu lan  kepada pember i
i z in ,

c '  mentaat i  kevraj iban waj ib angkut  l " l i r iman pos dan ketentuan mer- lgenal
dana per tanggungan wa j ib  kece lakaan penumpang sesua i  c lengan
keten tuan pera turan  perundang-L l r rdangan.

Pasa l  20

lz in  t rayek  a tau  iz in  operas i  t idak  ber laku  karena .
a .  te lah  berakh i r  usaha angkutan  yang bersangkr r tan ;
b .  d ikembal ikan  o leh  pemegang iz in
c .  pencabutan  iz in ;
d ,  hab is  masa ber laku  iz in

Pasa l  2  1

(1)  l z in  t rayek  a tau  iz in  operas i  d icabut  karena :
^ .  pemegang iz in  me langgar  ke ten tuan sebaga imana c i imaksud pada

pasa l  20 ;
b .  me lakukan pengangkutan  meleb ih i  daya angkut  ) ,ang c l i i z inkan;
c .  t idak  memenuh i  la ik  ja lan  dan t rdak  n te lakukan peremajaar r  kenc la raan;
d .  me lakukan penya lahgunaan iz i r r  yang c lapat  n lengganggu ke ter t iban ,

keamanan dan kese lamatan r regara .
(2 )  Pencabutan  iz in  sebaga imana d imaksuc l  da lam ayat  (1 )  huru f  a  dan b

di lakukan melalu i  proses per ingatan ter tu l is  sebanyak 3 kal i  ber turut- turut
dengan tenggang waktu  mas ing-mas ing  1  bu lan ,

(3 )  Apab i la  per ingatan  yang sebaga i rnana c j in raksud da lam ayat  (2 )  t idak
d i indahkan,  d i lan ju tkan dengan pembekuan iz in  un tuk  jangka waktu  1
bu lan .

(4 )  J ika  pembekuan iz in  sebaga imana d imaksud da lam ayat  (3 )  hab is  masa
jangka waktunya dan t idak  ada usaha perba i l (an ,  maka d i lakukan
pencabu tan  i z in ,

Pasal  2.2

lz in  dapat  d icabut  tanpa mela lu i  p roses  per ingatan  dan pembekuan
da lam ha l  :
! r  pemegang iz in  memindahtangankarn  iz in  tanpa perse tu jL lan  pember r  i z in ;
b ,  pemegang iz in  men imbu lkan gangguan te rhadap ke ter t iban  umum dar r

atau membahayakan keamaf lsr- i  oeg?r?i
c  pemegang iz in  mempero leh  iz in  dengan cara  t idak  sah;
d .  t idak  lu lus  has i l  pene l i t ian  tekn is  dan t idak  nre lakukan perenra iaan

kendaraan.



Parag raf T

Tar i f  Ang kutan

Pasal  23

Penetapan ta r i i  angkutan  penumpang umum l in ras  Kabupaten /Kota  da lampropinsi  dan angkutan penumpang urnum l in tas Kabupaten/Kota perbatasanpropinsi  kelas ekonomi dan angxutan per int is  d i tetapkan melalu i  KeputusanGubernur  dengan sepengetahuan DpRD prop ins i  Banten .

Pai 'agraf 8

Penimbangan KencJaraan Bermotor

Pasa l  24

(1)  Untuk  pengawasan dan pengamanan ja . lan  d ise lenggarakan pen imbangankendaraan bermotor  berupi  a lat  penimbangan yrng d ipasang secarate tap  dan a tau  d ipasang a la t  t imbang yang r ja ia t  c ip indah-p indahkan,

(2)  Penetapan lokasi ,  pengadaan,  pemasangan dan atau pembangLr-ror . r ,pemel iharaan dan tatacara pengoperasian a lat  penimbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat  ( t  ) '  , l iu t r r  c lan d i tetapkan denganKeputusan Gubernur .

(3)  Penetapan lokasi  a lat  penimbangan yang cJ ipasang secara tetapsebagaimana dimaksud dalam ayai  1z;  n"r , l r  *urperhat ikan rencanaumum jar ingan t ransportasi  ja lan propinsi ,  ke las ;a lan,  . iur ingun l in tas,kepadatan la lu l in tas dan kondis i  topograf i .

Pasa l  25

Penentuan lokas i ,  pengadaan,  pemasangan dan pembangunan a le r tpenimbangan yang dipasang secara tetap c l i  j l lan penghubung di l ikukan olehpenyelenggara ja lan to l  sete lah mendapat  persetu j r rn bubernur.

Pasal  20

(1)  A la t  pen imbangan.yang d ipasang secara  te tap  dan yang dapat  d ip indah-
pindahkan sebagaimana dimaksud pada pasal  24 ayat-  (1 )  d ioperasikan
oleh Dinas melalu i  Uni t  pelaksana Teknis Dinas.

(2 )  Un i t  Pe laksana Tekn is  D inas  sebaga imana d imaksud da la rn  aya t  (1 )
ada lah  UPT Pengenda l ian  Operas iona l  La lu  L in tas  dan Angkutan  Ja lan .



Pasa l  27

Alat  penimbangan yang dipasang secara tetap berada pada lokasi  denganluas sekurang-kurangnya 4000 mi ser ta c l i lengkapi  oengan fas i l i tas penunjangmel ipu t i  :
a .  Gedung operasional ;
b.  Lapangan park i r  kendaraan;
c.  Fasi l i tas ja lan keluar  masuk kendaraan;
d .  Gudang peny impanan barang;
e.  Lapangan penumpukan barang;
f .  Bangunan gedung untuk generator  set ;
g ,  Pagar ;
h.  Perambuan untuk maksud pengoperasian.

Pasa l  28

(1)  Pen imbangan kendaraan bermotor  ber fungs i  un tuk  melakukanpengawasan terhadap berat  kenda;-aan beser la muatannya.
(2) Kelebihan berat muatan sebesar

yang di iz inkan adalah merupakan
(3) Besaran denda untuk set iap

peraturan daerah tersendiri
(4) Tata cara pemungutan denda

Gubernur.
(5 )  l z in  D ispensas i  ke leb ihan bera t  muatan dapat  c j iber ikan  pada mob i l  barangkhusus untuk :

a '  Angkutan  barang umum yang nrua tannya t idak  dapat  d ipecah-pecah;
b.  Angkutan barang bahan berbahaya;
c. Angkutan alat berat;
d.  Angkutan barang khusus

(6)  Pember ian lz in Dispensasi  kelerb ihan muatan sebagaimana dimaksuct
dalam ayat  (5)  d i laksanakan oleh Dinas.

(7)  Jasa peni t ipan barang dan pember iarr  iz in d ispensasi  kelebiSan muatan
dikenakan retr ibusi  yang diatur  dalam Peraturan Daerah tersendir i .

Pasa l  29

Mobi l  barang yang t idak bermuatan,  mobi l  pengangkut  pet i  kemas dan mobi l
barang tangki  t idak d iwaj ibkan untuk d i lakukan pl l imbangan kendaraan.

Pasal  30

Alat  penimbangan yang dipasang secara tetap cJan alat  penimbangan yang
dapat  d ip indah-pindahkan harus memenuhi  persyaratan teknis d ln wal i6
di tera secara berkala sesuai  peraturan perundang-uhdangan yang ber laku.

d i  atas 20% dar i  c laya angkut  kendaraan
pe langgaran dan cJ ikenakan denda.
pelanggaran selanjutnya c j ia tur  dalanr

se lan ju tnya  d ia tu r  da lam keputusan



Paragraf
Pemer iksaan Kendaraan

I

Bermotor  d i  Ja lan

(1 )

Pasa l  31

Untuk keselamatan,  keamanan,  dan keter t iban la lu l in tas angkutan ja landiselenggarakan pemer iksaan kendaraan bermotor  o i  l r t rn.
Pemer iksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  mei iput i  pemer iksaanpemenuhan persyaratan teknis dan laik jalari ,  pbmerinsaan tanda b,kt ilu lus u j i ,  pemer iksaan pemenuhan kelengkapan'sabuk keselamatan danpemeriksaan terhadap per iz inan angkutan umum, pemer iksaan terhadapberat kendaraan beserta muatannya.
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
ayat (2) dilakukan terhadap mobil baiang,
yang melayani l intas Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota perbatasan propinsi.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2)  cJ i lakukan oleh Dinas
rnela lu i  UPT Pengendal ian Operasional  Lalu L intas dan Angkutan Jalan.
Pemer iksaan sebagaimana dimaksucl  dalarn ayat  (1)  d i lakukan oleh
Pemeriksa Pegawai  Neger i  Sip i l  yang nremenuhi  kual i f ikasi  ter tentu d i
b idang la lu l in tas dan angkutan ja lan yang di lengkapi  dengan surat
per intah tugas dan dapat  d i lakukan secara gabungan iurgan peiugas dar i
Kepo l is ian  Negara  Repub l ik  Indones ia .
Pemer iksa yang melakukan tugas pemer iksaan kendaraan bermotor  d ija lan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (a)  waj ib mengEunakan pakaian
seragam, atr ibut  yang je las,  tanca-tanda khusus Goagai  petugas
pemer iksaan dan per lengkapan per, rer i l<saan.

(2 )

(3)

(4 )

l " \ l

seLragimana dimaksud dalam
angkutan penumpang umrln l
dalam propinsi  dan l in tas

(6 )

Pasal .12

Dalam hal  d i temukan adanya pelanggaran dalam pemer iksaan kendaraan
bermotor  d i  ja lan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan la i r< ja lan,
pemer iksaan tanda bukt i  lu lus u j i ,  pemer iksaan pernenulran keleng(apan
sabuk keselamatan.  dan pemer iksaan terhadap per iz . inan angkutan umum,
pemeriksaan terhadap berat kenda,'aan beserta muatannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal  31.  ayat  (2) ,  Pemer iksa PeEawai  Neger i  Sip i l
melaporkan kepada Penyid ik  Pega' ,vai  Neger i  Sip i t  untuk 

-d i lakukun

penyid ikan pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku

Paragraf  10
Penel i t ian Kecelakaan Lalu L intas d i  Jalan

Pasal  33

(1)  Untuk penanganan kecelakaan la lu l in tas d i  ja lan yang mengakibatkan
korban mat i  d iselenggarakan penel i t ian dan pelaporan kecel ikaan la lu
l intas.



(2)

(3)

(4)

(5 )

\ o l

/ .1  \
\  r . /

(2)

(3 )

(4)

Kegiatan penel i t ian kecelakaan la lu l in tas sebagaimana cJimaksud dalanrayat  (1)  untuk .mendapatkan data pr imer dan i tau sekunder dar i  lokasikejadian kecelakaan dan atau dari laporan instansi terkait .
Kegiatan pelaporan kecelakaan la lu l in tas sebagair r rana dimaksud dalamayal. (1) berupa pembuatan laporan tertul is nas' i t  kel iatrn peneli t ian dananalisis kecelakaan lalu l intas.
Kegiatan penel i t ian dan pelaporan kecelakaan la l r r  l in tas sebagaimanadimaksud dalam ayat  (1)  d i laksanakan oleh Dinas terhadap kecelakaanlalu l intas yang mengakibatkan korban mati lebih dari  4 (empat) orangsampai dengan T (tujuh) 

.  orang yang terjadi pada rLras jalan
Kabupaten/Kota, jalan propinsi dan jJlan nasional di Daerah
Untuk melaksanakan kegiatan per:el i t ian dan pelaporan kecelakaan lalul in tas,  Dinas membentuk Tim Penei i t i  cJan Pelaporan Tingkat  Daerun yung
dalam melaksanakan tugasnya di lengkapi  dengan peralatan.
Dalam hal  kecelakaan la lu l in tas yang
antara jalur kereta api dan jalan raya,-
dari  perkeretaapian sebagai anggota
Kecelakaan Lalu Lintas.

ter jadi  d i  per l in tasan sebidang
dapat  mengikutser takan petugai

Tinr  Penel i t i  dan pelaporan

Parag raf  11

Pengawalan Lalu L intas

Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran dan ketert iban berlalu l intas di jalan bagi
Pimpinan Daerah dan atau Tamu Daerah diselenggarakan kegiatan
pengawalan lalu l intas.

Kegiatan pengawalan la lu l in tas sebagaimana di rnaksud dalam ayat  (1)
d i laksanakan oleh Dinas melalu i  UPT Pengencla l iarr  Operasionat  Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Kegiatan pengawalan la lu l in tas sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)
d i lengkapi  dengan per lengkapan pengawalan mel iput i  mobi l  dan motor
patro l i  pengawalan,  a lat  komunikasi ,  pakaian d inas lapangan dan senjata
api  dan atau gas.

Tata cara pengawalan la lu l in tas sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)
d iatur  dan di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Bagian  Kedua
Penye lenggaraan  La tu  L in tas  Angku tan  sunga i  dan  penyeberangan

Paragraf  1
Rencana  Induk  pe labuhan

Pasal  35

(1)  Untuk keper luan jasa kepelabuhanan,  keselamatan pelayaran dan fas i l i taspenunjang perabuhan sungai dan penyeberr,,grn yang merayani r intasKabupaten/Kota di wi layah-propinsi oiteiapkarr i lun.una Induk petabuharryang mel iput i  rencana pembangunan oan peng"rbrngarr  perabunan.
Rencana lnduk pelabuhan
sekurang-kurang r,ya mem uat

sebaga imana d imaksud da lam ayat  (1 )
:

(2)

(3 )

(4)

(1 )

(2)

(3)

a. prakiraan permintaan jasa angkutan;
b'  prakiraan kebutuhan fasi l i tas kepelabuhanan yarrE berpedoma,r padastandard dan atau kr i ter ia perencanrin yang baku;
c '  rencana tata guna lahan dan tata letak fasi l i tas pelabuhan baik untukpelayanan kegiatan pemei- intah maupun perayanan jasakepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan atau perairan untul<pengembangan pelabuhan;
d'  penetapan waktu peraksanaan pembangunan perabuhan yargdisesuaikan dengan kemampuan F)errdanaan] run.rnu tata guna lahandan tata letak fasil i tas pelabuhan;
Penyusunan Rencana Induk Pelalruhan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) memperhat ikan Rencana Umum Tat i  Ruang wi layah propinsidan Rencana Umum Jaringan Transpo, lasi  Jaran piopinr i .
Penyusunan Rencana tnduk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) di laksanakan oleh penyelenggara yang cl i tetapkan denganKeputusan G ubernur.

Pasal 30

Pengusulan penetapan Rencana lnduk perabuhan terhadappembangunan pelabuhan 
lur. ,  yangl melayani antar propinsi ,  harusmendapatkan rekomendasi Guberhur. '

Rekomendasi Gubernur sebagain' lana dinraksud cjalam ayat (1) diber ikandengan mempgrhatikan aspek-tatanan kepelabuhanan regional, rencanaumum jaringan transportasi jaran propinsi dan studi ketayakan.
Penyusunan tatanan kepelabuhanan regional dilaksanakan oleh Dinasdan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Pasai 37

set iap rencana.pembangunan fas i l i tas  pe labuhan yang melayani  antarpropinsi  yang t idak sesuai dengan Rencana Induk pelabg|,rn vraj ibmendapatkan pert imbangan teknis dlr i  Dinas.

(1 )

(2)

(1 )

\ z )

(3 )

(3 )

(4)

(1 )

(2 )

Pasal  38

Rencana Induk  Pe labuhan d isusun un tuk  pembangunan c lanpelgembangan pelabuhan dalam kurun waktu 1s ( l i ina neta i )  tahun c janwaj ib d i lakukan penin jauan kembal i  sekurang-kurangnya sekal i  dalam s( l ima) tahun v ' '

Penin jauan kernbal i  dan atau penyempurnaan Rencana Induk pelabuhan
sebaga imana d imaksud da lam ayat  11)  d i lakukan o leh  D inas .

Parag raf 2
Pembangunan dan  penge lo laan  pe tabuhan

Pasal  39

Pembangunan dan penye lenggaraan pe labuhan sunga i  dar rpenyeberangan yang melayani  l in tas Kabupaien/Kota d i  wi laya-h propinsi
dapat  d i lakukan o leh  Badan Hukum lndones ia  be ,bentuk  perseroan
Terbatas ,  Badan Usaha Mi l i k  Negara  c jan  Badan Usaha Mi l i k  Daerah.
Pembangunan dan penye lenggaraan pe labuhan sebaga imana d imaksud
dalam ayat  (1)  d i lakukan sete lah Ci tetapkan keputusan pelaksanaannya
o leh  Gubernur .

Tata cara pembangunan dan penyelenggaraan diatur  dan di tetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf  3
Pe layanan Jasa Kepe labuhanan dan

usaha Keg ia tan  penun jang d i  perabuhar r

Pasal  40

lJr , tuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelabrrhan sebagaimana
d imaksud Pasa l  40  d i laksanakan pe layanan jasa  kepe labuhanan.
Pe layanan jasa  kepe labuhanan sebaga imana cJ i rnaksud da lam ayat  (1 )
d i laksanakan pada daerah l ingkungan ker ja pelabuhan.
Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana c l imaksud dalam ayat  (2)
d i laksanakan oleh penyelenggara pelabr-rhan.

Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan cJan usaha kegiatan penunjang di
pelabuhan diatur  dan di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.



(5 )  se t iap  pe layanan jasa  kepe labuhanan yang d iber ikan  c i i kenakan re t r ibus iyang diatur  daram peraturan Daerah tersendir i .

Parag raf 4
A lu r  Sunga i  c lan  L in tas  penyeberangan

Pasa l  41

Alur  sungai  dan l in tas pertyeberangan yang merayani  r in tasKabupaten/Kota d i  wirayah propinsi  d i tetapkan oreh Gubernur.
Penetapan alur  sungai  dan l in tas penyeberangan yang rnelayani  l in taspropinsi  d i lakukan sete lah mendapat  rekomendasi  c lar i  Gubernur.

Pasa l  42

Untuk keselamatan,  keamanan ke, ter t iban dan kelancaran la lu l in tas a lursungai  dan penyeberangan sebagaimana di rnaksud pada pasal  41,  waj i t td i lengkapi  dengan fas i l i tas perambuan la lu l i r r tas,  terminal ,  bangunan c landermaga.

Lokasi  dan pengadaan fas i l i tas sebagaimana di rnaksud dalam ayat  (1)d iatur  dan di tetapkan oleh Gubernur.

Pengadaan fas i l i tas sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2)  dapatdi laksanakan oleh p ihak la in sete lah mendapat  persetu juan Gubernur.

Paragra f  5
Penye len  g  ga t .aan Ang ku tan

Pasa l  43

Usaha angkutan sungai  yang melay ani  l in tas Kabupaten/Kota d i  wi layahprop ins i  d i lakukan o leh  Warga Negara  Indones ia ,  Badan Hukum lndones ia
berbentuk Perseroan Terbatas,  Badarr  Usaha Mi l ik  Negara,  Badan Usaha
Mi l ik  Daerah atau Koperasi  yang did i r ikan khusus untuk usaha i tu.
Usaha angkutan penyeberangan yang melayani  l i r r tas Kabupaten/Kota d i
wi layah propinsi  d i lakukan oleh Badan Hukum lndonesia berbentuk
Perseroan Terbatas,  Badan Usaha Mi l ik  l {egara,  Badan Usaha Mi l i t (
Daerah atau Koperasi  yang did i r ikan khusus untuk usaha i tu.
Untuk dapat  melakukan usaha angkutan sungai  dan penyeberangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  dan ayat  (2)  waj ib memi l ik i  iz in
usaha,  iz in t rayek dan atau iz in operasi .

(1 )

(2 )

(1 )

(2)

(3)

(1 )

\z )

(3 )



r i /

(5 )

/ A \

\ J l

(4)

(1 )

(2)

lz in usaha,  iz in t rayek dan atau iz i r r  operasi  sebagaimana dimaksucl
da lam ayat  (3 )  d iber ikan  o leh  Gubernur  yang d i laksanakan o leh  D inas .
Tata cara pember ian iz in usaha,  iz in t rayek dan atau iz in operasi
sebaga imana d imaksud da lam ayat  (3 )  d ia tu r  cJan C i te tapkan c tengan
Keputusan G ubernur .

Pember ian  iz in  usaha,  i z in  t rayek  c ian  a tau  iz in  cperas i  sebaga imana
d imaksud da lam ayat  (3 )  d ikenakan re t r ibus i  yang d ia tu r  da lam pera turan
daerah tersendir i .

Parag raf  6

Kapa l  c lan  Awak Kapa l

Pasa l  44

set iap kegiatan usaha angkutan sungai  dan penveberangan rvaj ib
menggunakan kapal  yang memenuhi  persyaratan kela ikan kapal  dan
diawaki  o leh awak kapal  yang mempunyai  surat  Tanda Kecakapan.
Surat  Tanda Kecakapan sebagaimana dinraksucl  dalam ayat  (1)  d iber ikan
o leh  Gubernur  yang d i laksanakan o leh  D inas .

Tata cara pember ian Surat  Tancla Kecakapan sebagaimana dimaksucl
dalam ayat  (2)  d iatur  dan di tetapkan c lengan Keputusan Gubernur.

Pember ian Surat  Tancla Kecakapan sebagainrana dimaksud dalam ayat
(3)  d ikenakan retr ibusi  yang diatur  c ja lam Peraturan Daerah tersendir i .

Pasa l  45

(1)  Untuk  men jamin  kepas t ian  pe layanar r  angkutan  sunga i  dan
penyeberangan yang melayani  l in tas Kabupaten/Kota d i  wi layah propinsi
d i lakukan pemer iksaan dan pengav/asan pemenufrarr  mutu peiayanan
kapal-kapal  beserta muatannya.

(2)  Pemer iksaan dan pengawasan penrenuhan mutu pelaS,anan sebagaimana
d imaksud da lam ayat  (1 )  d i lakukan o leh  D inas .

Bag ian Ket iga

Penyelenggaraan Lalu L intas dan Angkrr tan Per l<eretaapian

Paragraf  1

Rencana Umum Jar iugan Ja lu r  Kere ta .Ap i

Pasal  46

(1)  Untuk keper luan pelayanan angkutan per l<e; 'etaapian dalam rangka
menunjang,  mendorong dan menggerakkan kegiatan pembangunan dan
perekonomian di  seluruh r ,v i layah propins;  d iselenggarakan
perkeretaapian.



(2 )  Untuk  mewujudkan penye lenggaraan perkere taap iar r  sebaga imanad imaksud da lam ayat  (1 )  cJ isusr in  c ;a lam Rencana Umurn  Jar ingan Ja lu rKereta Api  Propinsi .
(3 )  Rencana Umum Jar ingan Ja lu r  l (e re ta  Ap i  p rop ins i  sebaga imanad imaksud da lam ayat  (2 )  c l i laksanakan secara  te rpadu denganrr lemperhat ikan Rencana Umum Tata Ruang Propinsi ,  Rencana UmumJar ingan Transportasi  Jalan Propinsi  c lan Rencana Umurn Jar ingan JalurKereta Api  Antar  propinsi .

(4 )  Rencana Umum Jar inqan Kere ta  Ap i  Prop ins i  sebaga imana d imaksuc ldalam ayat  (2)  d isusuir  o leh Dinas dan di t . t rpt  rn c lerrgan KeputusanGubernur.

Pasa l  47

(1)  Rencana Umum Jar ingan Kere ta  Ap i  Prop ins i  se l laga imana d imaksudpada Pasa l  46  d isusun un tuk  kurun  rvak tu  1S ( l ima be las)  tahunmendatang dan dapat  d i t in jau  kembal i  sekr l rang- l<urangnya seka l i  c ja lam 5( l ima)  tahun .

(2 )  Pen in jauan kembal i  dan a tau  penyempurnaan Rencana Umum Jar ingan
Kereta Api  Propinsi  sebagaimana cJi rnaksud dzr lam ayat  (1)  d i lakukan olehDin  as .

Pasal  1,8

(1)  Perkere taap. ian  sebaga imana d imaksuJ  pada pasa l  47  d ise lenggarakan
oleh Pemer intah Daerah dan pelaksanaannya cJapat  d iserahkan kepada
badan penyelenggara yang dibentuk untu(  i tu  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ber. laku.

(2 )  Badan usaha la in  se la in  badan penye lengg?ra  sebaga imana c l imaksud
dalam ayat  (1)  dapat  d i ikutser takan c ja larn kegiatan perkeretaapian atas
dasar  ker jasama dengan badan penye lenggara .

(3 )  Ker jasama sebaga imana d imaksuC c la lam ayat  (Z)  harus  merupakan
badan hukum lndones ia  yang d i lakukan cJa !am rangka pen ingkatan
kapasi tas dan kual i tas pelayarran ang kutan kereta api ,  cJan
pengikutser laan modal  badan usaha dalam penyecl iaan,  perawatan c lan
pengusahaan prasarana dan atau s i r rana ke;-eta aoi .

Pasa l  49

Rencana Umum Jar ingan Kereta Api  Propinsi  mel iput i  prasarana kereta
ap i  yang berupa ja lu r ,  s tas iun ,  dan fas i l i tas  operas iona l  sarana kere ta  ap i .
Prasarana kere ta  ap i  sebaga inrana c l imaksud da lam ayat  (1 )  yang
dioperasikan waj ib mempunyai  keandalarr  Can nrenrenuhl  peisyaratan
kese lamatan sesua i  dengan l<e ten tuan pera turan  perL lndang- r ,nbung.n
yang ber laku.

Fasi l i tas operasional  sarana kereta api  sebagaimana c l imaksud dalam ayat
(1 )  me l ipu t i  pera la tan  pers inya lan ,  ins ta las i  l i s t r i k  dan pera la tan  operas i .

(1 )

\ L )

(3 )



Pa rag raf 2

Ja lu r  Kere ta  Ap i

Pasa l  50

(1)  Untuk  ke lancaran dan kese lamatan kere ta  ap i ,  c i i te tap l ian  pengaturan  ja lu r
kere ta  ap i  me l ipu t i  penetapan daerah rnanfaa t  ja lan ,  daerah mi l i k . l i l an ,
dan daerah pengawasan ja lan  te rmasuk ruang bebas bag ian  bawah dan
ruang bebas d i  a tasnya.

(2 )  Pengaturan  ja lu r  kere ta  ap i  sebaga imana cJ imaksud da la rn  aya t  (1 )  un tuk
member ikan pandangan bebas mel iha t  jauh  kec jepan c lan  pandangan
bebas bag i  pemaka i  ja lan  yang akan mel in tas i  ja lu r  kere ta  ap i .

(3 )  Untuk  member ikan pandangan bebas seb 'aga in rana d imaksud da lam ayat
(2 )  d i la rang membangun gedung,  me mbuat  tembok,  pagar ,  tanggu l  ian
bangunan la innya,  menanarn  jen is  po l ron  yang t inggr  ser ta  menempatkan
barang pada ja lu r  kere ta  ap i .

(4 )  Penetapan daerah manfaat  ja lan ,  daerah nr i l i k  ja la ; r ,  dan daerah
pengawasan ja lan  te rmasuk ruang bebas bag ian  bawah dan ruang [ebas
di  atasnya sebagaimana di rnaksucJ dalanr  ayat  (1)  d iatur  dan di tetapkan
dengan Keputusan Gubernur .

Pasa l  51

(1)  Per l in tasan an tara  ja lu r  kere ta  ap i  dengan ja lan  d ibuat  dengan pr ins ip
t idak  seb idang,  pengecua l ian  te rhadap pr ins ip  t idak  seb id ing  hanya
dimungkinkan dengan tetap mempert imba; lgkan keselamatan cJan
ke lancaran,  ba ik  per ja lanan kere ta  ap i  n laupun la lu  l i r r tas  d i ja lan .

(?-)  Dalam hal  ter jadi  perpotongan sebidang antara ja lur  l<ereta api  c lengan
ja lan  yang d igunakan un tuk  la lu  l in tas  umum atau  la lu  l in tas  khusus ,  wa j i l t
mendapatkan iz in .

(3 )  l z in  sebaga imana d imaksud da lam ayat  (2 )  d ia tu r  dan c i i te tapkan dengan
Keputursan Gubernur .

(4 )  l z in  sebaga imana d imaksud da lam ayat  (3 )  d ikenakan re t r ibus i  yang d ia tu r
dengan Pera turan  Daerah te rsend i r i .

Parag raf  3

Stasiun Kereta Api

Pasal 52-

Stas iun  kere ta  ap i  sebaga i rnana d imaksud pada Pasa l  49  aya t  (1 )
berfungsi  untuk keper luan l<ereta api  berangkat  atau berhent i  untuk
melayan i  na ik  dan tu run  penumpang dan a tau  bongkar  muat  barang dan
atau  un tuk  keper luan operas i  kere ta  ap i  d ibangun s tas iun  kere ta  ap i .

Untuk  keper luan pengoperas ian  dan penge lo laan s tas iun  kere ta  ap i
d i tetapkan daerah l ingkungan ker ja dengan batas-batas ter tentu.

( 1 )

(2)



(3 )  s tas iu r r  kere ta  ap i  harus  d i lengkap i  dengan fas i l i ta rs  sebaga imanaketentuan perundang-Llndangan ya"ng ber laku c jan c iaprat  d iselenggarakankeg ia tan  un tuk  penun iang y ing  
- i ru r jp r  

usaha per tokoan,  rumah makan,perkantc ran  dan a tau  akomodas i .
( '1 )  Penye lenggaraan keg ia tan  penun jang sebaga i rnana r j rma lksud da lam ayat(3 )  dapat  d i laksanakan o leh  w i rga  rueg i ra  lndones ia ,  Bac lan  Hukumlndones ia  berbentuk  Perseroan Terbata i ,  Badan Usaha Mi l i k  Negara ,Badan Usaha Mi l i k  Daerah a tau  Koperas i  yang cJ id i r i kan  khusus  un tukusaha i tu .

(5)  Penyelenggaraan kegiatan penunjang sebagairnana c j inraksud dalam ayat(4 )  d ia tu r  dan d i te tapkan dengan Keputusan Gubernur .

Parag raf 4

Sarana l (ere la ,A.p i

Pasa l  53

/ 1 \  S a r r n e  k r .\  ' /  \ rc . ' |  ( r , .c l  nel 'e  td api  yang dioperasikan v la j ib  ntentpunyai  keancJalan danmemenuh i  persyara tan  kese lamatan ses , ra i  l<e ten tuan pera turanperundang-undar . rgan yang ber lakur .
(2 )  Sarana kere ta  ap i  sebaga imana cJ in raksud da lam ayat  (1 )  berdasarkanfungs inya  te rd i r i  c la r i  sarana penggerak ,  sdrd f  r?  pengangkut  penumpang

dan a tau  barang,  dan sarana un tuk  keper luan khusus .
(2)  Pengoperasian sarana kereta api  hanya c lapat  d i lakukan oleh tenaga-te r raga yang te lah  memenuh i  kua l i f i kas i  keah l ian .

Pasa l  54

(1)  Penyed iaan,  perawatan dan pengr lsahaan sa t -ana ker .e ta  ap i  d i lakukan
o leh  badan penye lenggara .

(2 )  Penyed iaan sarana kere ta  ap i  sebaga inrana d imaksud c la lam ayat  (1 )
d i lakukan dengan memperhat ikan  persyara tar r  tekn is  sarana kere ta  ap idan kebutu l ran  operas iona l .

(3 )  Pengusahaan sarana kere ta  ap i  sebaga i r , rana d imaksud c ja lam ayat  (z )
d i laku  kan deng an  menr  perhat ika  r r  kepent ingan pe iayanan u  mu m,
kese lamatan operas i  kere ta  ap t ,  keamarran-  dan l<e ter t iban  da lampelayanan jasa  dan ke langsungan pe layanan.

Parerg raf  5
' fa r i f  

Angkutan

Pasa l  55

Untuk  memperhat ikan  kemampuan daya be l i  masyarakat  dan ke langsungan
usaha badan penye lenggara  a tas  pe layanan angkutan  kere ta  ap i  penumpang
ekonomi  dan per in t i s ,  Gubernur  menetao l ian  ta r i i  angkutan .



Paragra f  G
Jar ingan pe layanan Angkutan  l (e re ta  Ap i  t (hLrsus

Pasa l  50

(1)  Untuk keper luan melayani  kegiatan bacJan r isaha ter tentu c l i  b ic langindustr i ,  per tanian,  per tambangarr  dan kepar iwisataan di  wi layah propinsi ,
dapat  d i tetapkan jar ingan pelayanan atngkutan l<ereta api  khLlsus.

(2 )  Penye lenggaraan kere ta  ap i  khusus  sebaga imana d imaksuc l  da lam ayat(1 )  harus  n rendapa tkan  i z in .
(3)  Jar ingan pelayanan angkr-r tan kerera api  khusus can tata carapermohonan iz in  penge lo laan l<ere ta  apr  khusus  d ia tu r  dan c1 i te tapkan o lehG t t h o r n r  r r

v v v v t  I  t L t t .

BAB IV
PENYELENGGARAAN Pf;  RHUB UI ' IGAN L,q, [JT

Bag ian  per ta rna

Angku tan  Lau t  cJan  usaha  penun jang  Angku tan  t_au t

Paragra f  1
Penye lenggaraan  a i rgku tan  la i r t

P 2 q A l  t ^ ,  /
I  s v ! a t  \ /  I

(1 )  Penye lenggaraan  angku tan  lau t
pengusahaannya  dapa t  d i lakukan  o leh
Usaha Mi l i k  Daerah ,  Badan  Hukunr
khusus  d id i r i kan  un tuk  i tu .

c lan pen unjang ang kutan laut
Badan Usaha Mi l i k  Negara ,  BacJan

Irrdonesia dan/atau Koperasi  yang

(2)  Pengusahaan angkutan  lau t  an tar  Kabupaten /Kota  da lam prop ins i ,pelayaran rakyat  dan l in tas batas waj ib memi l ik i  iz in usaha.
(3)  Pengusahaan angkutan laut  khusus l ,ntas Kabupaten/K, : ta dalam propinsi

waj ib memi l ik i  iz in operasi ,
(4)  lz in usaha dan iz in operasi  sebagairnana r l imaksucJ cta lam ayat  (2)  danayat  (3)  ber laku selama pert tsahaan yang bersangt<uian masih

menjalankan kegiatan usahanya dan set iap tJnun waj ib daf tar  u langperusahaan.

(5 )  Penerb i tan  iz in  usaha dan iz in  operas i  sebaga imana d imaksud c la lam ayat(2 )  dan ayat  (3 )  d ikenakan re t r ibus i .

operas i  dan da f ta r  u lang
ayat  (1 )  d ia tu r  dengan

f A \  R a c r r a n  n a i n . l . r n z 1  , ' ! n  r a f r i l - , , ^ i  i - : - .\ v i  LJeo . . ,  o ,  pengenaan  re t r i bus i  i z i n  usana ,  i z i n
pe rusahaan  sebaga in rana  d imaksud  cJa lam
pera tu ran  dae rah  te rsend i r i .

(7)  Ketentuan lebih lanjut  mengenai  tata cara mei 'nperole i r  iz in usaha,  iz in
operasi  dan daf tar  u lang perusahaan sebagainrana dimaksucl  dalam ayat(2 )  dan ayat  (3 )  d ia tu r  dengan Keputusan Gubernur .



(1 )

(2 )

\ J J

1 4 \

/r- ' \

(4)

t 5 l

(1 )

(2)

(3 )
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lz in usaha angkutan laut  l in tas prcpinsi ,  angkutan laut  khusus l in tas
propinsi ,  angkutan laut  l in tas negara sela in angl iutan laut  l in tas batas dan
angkutan laut  per int is  waj ib memperoleh rekomendasi  Gubernur.
Rekomendasi  iz in sebagaimana dimaksud dalarn ayat  (1)  ber laku selama
perusahaan yang bersangkutan'masih menja lankan kegiatan usahanya
dan set iap tahun waj ib daf tar  u lang perusahaan.
Penerbi tan rekomendasi  iz in dan daf tar  r i lang perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat  (2)  d ikenakan retr ibusi .
Besaran retr ibusi  rekomendasi  dan daf tar  u lang perusanaan sebagaimana
dimal<sud dalam ayat  (3)  d iatur  dengan peraturan daerah tersendir i .
Ketentuan lebih lanjut  mengenai  tata cara untuk rnemperoleh rekomendasi
dan daf tar  u lang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2)  d iatur
dengan Keputusan Gubernur .

Paragraf  2
Po la  Trayek

Pasa l  59

Keg ia tan  angkutan  lau t  d i lakukan dengan :
a.  Trayek tetap dan teratur  atau l iner ;
b.  Trayek t idak tetap dan t idak teratur  atau t ramper.
Penyelenggaraan angkutan laut  yang melayani  t rayek tetap dan teratur
atau l iner  sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  huruf  a waj ib melaporkan
pengoperas ian  kapa lnya  kepada Gubernur  dan menyebutkan pe labuhan
singgah diser ta i  jadwal  kunjungan kapal  d i  set iap pelabuhan.
Penyelenggaraan angkutan laut  yang melayani  t rayek t idak tetap dan t idak
teratur  atau t ramper sebagaimana di r raksud dalanr  ayat  (1)  huruf  b waj i l :
melaporkan pengoperasian kapalnya set iap 3 ( t iga)  bulan kepada
Gubernur .
Kegiatan pelayaran rakyat  d iselenggarakan dengan t rayek t idak tetap dan
t idak teratur  atau t ramper kecual i  untuk kegiatan arrgkutan penumpang
dengan kapal  motor  (KM) yang berukuran sekurang-kurangnya GT 1
( tu juh)  dan set inggi- t ingginya GT 35 ( t iga l ima) d iselenggarakan dengan
trayek tetap dan teratur atau l iner.

Penyelenggara pelayaran rakyat )/ang menempatkan kapalnya pacja
trayek tetap dan teratur atau l iner raraj ib melaporkan penernpatan kapalnya
kepada Kepa la  D inas .

Pa rag raf 3
Penye lenggaraan Usaha Per run jang Angkutan  Laut

Penye lenggaraaan usaha
terdi r i  dar i  :

Pasa l  60

penun jang angkutan  lau t  rnenuru t  jen isnya(1 )



(2)

(3 )

(4 )

r 6 \

( o )

(1 )

(2 )

(1 )

a. Usaha Jasa pengLlrusan Transporlasi  (JpT):
b.  Usaha Ekspedisi  Muatan Kapal Laur (EMKt_);
c .  Usaha Perusahaan Bongkar  Muat  (pBM);
d. Usaha Depo pet i  Kemas (DpK);
e. Usaha Talty (UT);
f  '  Usaha Penyewaan Alat-Alat Angkrrtan Lauupenunjang Angkutan Laut(PPAL) ;  2

g.  Usaha Angkutan  d i  pera i ran  pe labuhan.

Untuk .menye lenggarakan keg ia tan  usaha penur r jang angkutan  lau tsebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  waj ib merni l ik i  iz i r r  Gubernur.
lz in usaha kegiatan penunjang angkutan laut  sebagaimana dimaksuddalam ayat  (1 )  berraku serama peiusahaan ya;g 

-  
b*rr rngkutan masihmenjalankan kegiatan usahanya dan set iap ' tahi rn rvaj ib daf tar  u langperusahaan.

Penerbi tan iz in usaha penurr jang angkutan laut  dan daf tar  u langperusahaan sebagaimana dimakJud dalam ayat  (z)  dan ayat  (3)d ikenakan retr ibusi .

Besaran pengenaan retr ibusi  sebagaimana cJi rnaksud dalam ayat  (4)  d iaturdengan peraturan daerah tersendir i .
Ketentuan lebih lanjut  mengenai  tata cara untuk rnemperoleh iz in usahadan daf tar  u lang perusahaan sebagaimana c j imaksud dalam ayat  (2)  d iaturdengan l (eputusan Gubernur.

Bag ian  Ked ua
Penye lenggaraan pe labuhan

Parag raf 1
Jen is  pe labuhan

Pasal  e ' l

Penye lenggaraan pe labuhan umum reg iona l  pe laksanaannya dapatdi lakukan oleh Uni t  Pelaksana Teknis Dinas dan /atau Badan Usaha Mi l ikDaerah yang khusus d id i r ikan untuk i tu
Penyelenggaraan pelabuhan khusus regional  pelaksanaannya dapatdi lakukan oleh Badan Usahi l  Mi l ik  Negara,  Bacan Usaha Mi l ik  Daerah danBadan Hukrrm lndonesia untuk menunlang kegiatan usaha ter tentu.

Pasa i  62

Untuk  penye lenggaraan pe labuhan umum dan penge lo laan pe labuha '
khusus regional  penyelenggara pelabuhan 

"vaj ib 
memi l ik i  iz in lokasi ,

ketetapan rencana induk pelabuhan,  ketetapan batas DLKr dan DLI(p
untuk pelabuhan umum dan batas wi layah daratan dan perai ran untukpe labuhan khusus ,  i z in  pembangunan dan iz in  operas i .



(2) lz in lokasi '  ketetapan rencana induk pelabuhan, ketetapan batas DLKr danDLKp untuk pelabuhan umum dan bat. t  ; i i ; ; ; ;  daratan dan perairanuntuk pelabuhan khusus, iz in putnungunan oan iz ir ,  operasi  sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) di terbi t f ; ;  otetr  Gubernur setelah memperotehpert imbangan teknis dar i  Kepala Dinas
(3) Penerbi tan iz in rokasi ,  ketetapan rencana induk pelabuhan, ketetapanbatas DLKr dan DLKp untuk pelabuh?r1 Lrr'runr cjan batas wilayah daratandan perairan untuk pelabuhun knr.us, iz in pemnrngunan dan iz in operasisebagaimana dimaksud datam 

"vr i  fz;  oironakan retr ibusi .
(4) Besaran pengenaan retr ibusi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diaturdengan peraturan daerah tersendi; i.
(5) Ketentuan lebih lanjut .  mengenai tata cara memperoeh iz in lo l<asi ,ketetapan rencana induk petaiunan, iz in puro"ngunan dan iz in operasidiatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

(1) Guna menunjang kegiatan u,qaha tertentu cl i  dalam DLKr dan DLKppelabuhan umum regional dapat di t langun Dermaga Untuk Kepent inganSendir i .
(2) Untuk pengelolaan Dermaga Untuk Kepent ingan sendir i  pengelola waj ibmemil ik i  iz in penetapan lokls i ,  iz in nrenrJir ikai i rungunan fasi l i tas di  s is i  airdan iz in operasi .  r

(3) lz in penetapan lokasi ,  iz in mendir ikan bangunan fasi l i tas di  s is i  air  cJan iz inoperasi  Dermaga Untuk Kepent ingan Sendir i  sebagaimana cl imaksuddalam ayat (1) dikenakan retr ibusi .
(4) Besaran pengenaan retribusi izin penetaparr lokasi, izin mencjir ikanbangunan fasi l i tas di  s is i  air  dan iz in operasi  Dermaga Untuk Kepent ingansendiri sebagaimana dimaksud J.r.r ayat (3) diatur dengan peraturandaerah tersendiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penetapanlokasi, izin mendirikan bangunan fasil i tas di sisi ai i  ctan izin operasi diaturdengan Keputusan Gubernur.

Pasal 64

Kegiatan pengerukan dan rekiamasi di  dalam DLKr dan DLKp pelabuhanumum dan di  wi layah perairan pelabuhan khusr,  ,qgiunal waj ib memil ik iiz in Gubernur.
Penerbi tan iz in pengerukan dan iz in reklamasi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dikenakan retr ibusi .
Besaran perlgenaan retribusi izin pengerukan dan izin reklamasisebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di ; tur oengan peraturan daerahtersendiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara menrperoleh izin pengerukandan iz in rekiamasi diatur dengan Keputusan Gubernur.

(1 )

(2 )

(3 )

(4)



(1 )

Bagian Ket iga

Penyelenggaraan Keselanratan pelayaran

Pasal  65

Penyelenggaraan fungsi keselamatan pelayaran ci iselenggarakan oleh
3I:;r.;;?%flil';;r::raksaraannya capai oir*,rnr,rn [;;r;; Unir

[; *1,ffi1i[::flamatan 
pelavaran sebagaimarra dimaksud dalam ayat

a'  Peni l ikan kegiatan la lu l in tas kapal  yang masuk dan keluar  pelabuhan;b.  Peni l ikan terhadap pemenuhan persyaratan keraikrautan kapar;c '  Peni l ikan pemanduan dan pemanduan kapar ser ta penyediaan cranpemeliharaan alur pelayaran; 
' \srr 'q'  e\; '

d '  Pencegahan dan penangulangan pencemaran perai ran pelabuharr ;e '  Pengamanan dan penert iban dalam da.erah l ingkungan ker ja dan dalanrdaerah l ingkungan kepent ingan p. tununrn;
r' 

ffi:,|l i lntltntoap 
pembangunan i pe.sembansan rlan pensoperasian

Kegiatan peni l ikan,  pencegahan dan pengamanan ser ta penert ibansebagaimana dimaksud dal l ,m,  ^y^ i  p)  d ikenakan ierhadap kapat  yangmasuk-keluar  perabuhan rokar c ian peraiuhan regionr l .
Pelabuhan lokal  dan pelabuhan regional  sebagaimana dimaksud c la lanrayat  (3)  d idalamnya termasuk pelabuhan khuius lokal  dan pelabuhankhusus regional .

Ketentuan lebih lanjut  mengenai  tata cara peni l ikan,  pencegahan c lan
!:il?ilffiid;,:li,ffEf;??i;ebasaimana oirna[suct darai a/at (4)

Pasal  66

Kegiatan peker jaan bawah-.a i r  c lapat  d i laksanakan oleh Badan HukumIndonesia,  Badan Usaha Mi l i l  Negara,  E,rorn Usaha Mir ik  Daerah cJanatau Koperasi  yang khusus d icJ i r ikar i  untuk i tu.
Pelaksanaan kegiatan peker jaan bawah ai r  sebagaimana dimaksud c ja lanrayat  (1)  waj ib memir ik i  i j in  usaha c ian iz in operasi .
Ketentuan lebih lanjut  mengenai  tata cara memperoleh iz in usaha dan iz inoperas i  me laksanakan keg ia tan  peker jaan 'nawan a i r  sebaga imanadimaksud dalam ayat  (2)  d ia iur  dengan Keputusan Gubernur.
lz in usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2)  ber laku selamaperusahaan yang bersangkutarr  rnenja lankan , runrnya dan set iap tahrunwajib daftar ulang perusahaan.

(2)

(3 )

('1 )

/ 6 \

(1 )

(2 )

(3 )

( 4 \



/ q \

(6)

(1 )

(2)

\ c /

(1 )

(2)

(3 )

t1?,ilffi' ,["::lT.nirT sebasaimana oinraksud daram ayat (2)
Besaran pengenaan retr ibusi  i j in usaha da,1. iz in operasi  pekerjaan bawahair diatur dengan peraturan claerah tersendiri.

Bagian Keempat
pengawakan Kapal

Pasal 07

Untuk menjamin keselamatan ber ' layar,  Pemerintah Fropinsi  melakukanpembinaan terhadap peraksanaan pengawakan kapar.
Pelaksanaan pengawalan 

T.p3r sebagairnana dimaksud c]alanr ayat (1)di lakukan sesuai d-engan ketentuan peiundang-undangan yang berraku.
Pembinaan pengawakan kapar_sebagaimana dimaksud daram ayat (1 )pelaksanaannya dilakukan oleh ne.lauaGemegang Fungsi Keselamatan.

Bagian Kel ima
Pencarian clan pertolongan

Pasal 68

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan propinsi  di laksanal<an olehPemerintah propinsi .

Untuk pelaksalaan kegiatan Pencarian dan pertolongan propinsisebagaimana dimaksud dalam ryr i  ( i l  d ibentuk suatu badan dan/ataulembaga yang khusus cj id ir ikan uniuk i iu '
Badan atau lembaga sebagaimana dimakslrd dalam ayat (2) mempunyaitugas menginventar isa i i ,  ; ; ;gkoord inas i ,  mengembangkan,memberdayakan seluruh potensi  guna "menoukung 

pelaksanaan kegiatanpencar ian dan perto longan.  
v -Y ' \v '  'v  v 'v  (

Badan atau lembaga sebagaimana di rnaksud r ja ianr  ayat  (3)  c l i te tapkandengan peraturan daerah tersendir i .

(4 )

BAB V
PENYELENGGARAAN PERHUBI.Jt . iGAI!  UDARA

Bagian pertama

Penyelenggaraan Angkutan Udara

Pasa l  69

(1 )  Penyelenggaraan angkutan udara terd i r i  dar i  :



(2)

(1 )

( 2 \

(3 )

a)  Usaha Angkutan Udara,  dan
b) Usaha Penunjang Angkutan UCara
Usaha Penunjang Angkutan Udara mel iput i  :
a)  Kegiatan Usaha Penunjang Bandar Udara dan
b) Kegiatan Usaha Ekspedis i  Muatan pesarryat  Udara

Pasa l  70

Pelayanan kegiatan usaha Penunjang Bandar Udara dan Eksnect is i
Muatan Pesawat Udara d i lakukan oleh Badan Hukum lndonesia.
Untuk pelayanan kegiatan Usaha Penunjang Bandar Udara dan Ekspedis i
Muatan Pesawat Udara sebagaimar la c l imaksucj  dalam ayat  (1)  waj ib
memi l ik i  lz in,  yang di terb i tkan /  d iber ikan o leh Guberrrur .
Kewaj iban dan.  tanggung jawab Perusahaan Penunjang Angkutan Udara
dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara serta ketentuan lain yang
berkenaan dengan hal  in i ,  d iatur  dengan Keputusan Gubernur.

Pasa l  71

(1)  Set iap iz in yang diber ikan dan regist ras i  u lang bagi  perusahaan yang
sudah memi l i k i  i z in  sebaga imana d imaksud pad l  Pasa l  6B dan pasa l  6g
dikenakan retr ibusi .

(2 )  Pengaturan  re t r ibus i  sebaga imana d imaksud da lan :  aya t  (1 ) ,  d ia tu r  c iengan
Peraturan Daerah tersendir i .

Bag ian  l (edua

Penye lenggaraan  Bandar  Udara

F'asal 
'72

Klasif ikasi Bandar Udara meliputi  :
a)  Bandar Udara Umum, yang digunakan untuk melayani  kepent ingan

umum terdi r i  dar i  :

1 .  Bandar Udara pusat  penyebaran dan Bandar Udara bukan pusat
penyebaran yang ruang uciara disekitarnya dikerrdal ikan.

2.  Bandar Udara bukan pusat  per iyebaran yang ruang uclara
disekitarnya t idak dikendaliran.

b)  Bandar Udara Khusus,  yang digunakan untuk kepent ingan sendir i
guna menunjang kegiatan usaha ter tentu,  yang didalamnya termasuk
hel ipad atau hel ideck.

Fungsi  Bandar Udara terd i r i  dar i  :

a)Bandar Udara pusat  penyebaran;

b)  Bandar Udara bukan pusat  penyebaran.

(1 )

\ L )



(1 )
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Menurut  penyelenggaraannya,  Bandar Udara terd i r i  cJar i  :
(1)  Bandar Udara umum yang diselenggarakan c leh Perner i i r tah,  pemer inta l r

Propinsi ,  Pemer intah Kabupaten/  Kota,  dan dalan,  pelaksanaannya dapat
di l impahkan keoada Badan Usal^ra Mi l ik  Negara atau Badan Usaha Mi l ik
Daerah yang didir ikan khusus untuk i tu.

(2)  Bandar Udara khusus yang diselenggarakan oleh pemer intah,  pemer intah
Propinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia.

Bagian Ket iga

Pembangunan Bandar  Udara

Paragra f  1
Penetapan l_okas i  Bandar  Udara

Pasal  74

Lokasi untuk penyelenggaraan Banclar UcJara, rnel ipr:t i  wi layalr daratan
dan/ atau perairan dengan batas-batas yang diterrtukan secara jelas,
d i tetapkan oleh Menter i  sete lah rnendapat  rekomendasi  dar i  Gubernur
tentang keterpaduan dengan Rencana tJ mum Tata Ruang Wi layah
Propinsi .

Permohonan penetapan lokasi  seL'again"ana tersebut  pada ayat  (1)  harus
di lampir i  hasi l  s tudy kelayakan ekonomi,  teknis,  operasional ,  l ingkungan
dan kelayakan dar i  segi .  usaha angkutan udara.

Study kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat  (z)  harus
memperhat ikan keterpaduan int ra c lan antar  moda t ransportasi  yang
direkomendasikan oleh Gubernur ( rugas dekonsentrasi ) ,

Parag rat 2
Penetapan Rencana Induk  Bandar  L . ldara

Pasal

(1)  Rencana Induk Bandar Udara pusat  penyebaran dan bukan pusat
penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan, ditetapkan oleh
Menteri  setelah mendapatkan rekomendasi cjari  Gubernur.

(2) Rencana Induk Bandar Udara bukan pusat prenyebaran yang ruang udara
disekitarnya t idak dikendalikan ditetapkan oleh Bupati /  Wali l iota setelah
mendapatkan komendasi teknis dari  Gubernur.

(2)

(3 )

75



peraksanuun n.ffiil:n Bancf ar rJcrara
pasal 76

t ' '  
lr iJl,,Lt:1*ttnaan Pembansunar Bandar Udara crialukan kepada Bupati/

''' ;:lffifi'ffi ;ffiifi :-:ilffi1i:ffi il, j,is ffi ::,.lil' h a rus m e n da patka n
(3) Pada setiap rekomendasi yang diberikan dikenakan retribusi.

D a e ra h L i n s k u n s a n Ke rj a ?XT: : Jf.'#5 11. n Kawas a n Kes e I a m a ta n
Operas i  penerbangan

pasal 77
(1) Dalam penyelenggaraan Bandar Udara Urnum atau Bandar Udara Khususfl'l:5:H,,iffig:,,?:n#;!ru.].0. e,nou,. Udara ou,.- Kawasan
(2) Penetapan Daerah Lin.gkungan Kerja (DLKr) dan Kawasan Keseramatanoperasi Penerbangan (KLoFl'br','",d'.,. uo.rn, ;Li.' Menteri untuk BandaraPusat penyebarari atau ryrJr prrrt puny.'nrrrn_yrng ruang udaranyadikendalikan, dan oleh arJrti i\Abrikota '*i lk ' 

Bandira nJ*an pusatpenyebaran yang ruang udaranya t iJak dikendarikan.(3) 
:.?:?l.fr.j$?ff;Ei,l.3:fT;1, DLKr dan KKop harus meranrpirkan

(4) Pada set iap rekomendasi yang diber ikan dikenakan retr ibusi .

Pasal Tg
(1)  set iap bangTal ,  tegakan,  menara atau tower  antenna yang d imir ik iPerorangan' Badan u-sarra, Instan;if. l .r inl. i 'yang berada di DaerahLingkungan Ker ja  Bandar  uor , .  i rn  Kawasan'Keseramatan operas i

,*n*;3*t;1.rffi[Hr;t'nJ]'-'iou,.. tidak b'reh n.'JLnini batas
(2) 

3il:: ffi:HtJ3L,T:trffi1:.i''aksud craram ayat (1), diberikan oreh
(3)  Pada set iap rekomendasi  yang dibe; ikan d ikenakan retr ibusi .



pe n g e I o r. :r'3';;dT:'Jil:,a Kh us u s
pasal  79

(1)  Pengelo laan Bandar Udara Khusus c]apat  c j i lakukan oleh pemer intah,Pemerintah Propinsi dan punruiintnn xlnrprilnrxota dan atau Badan
frT6'fl.ffitit 

untuk kup.ntinnrn sendiri gura menunjang kegiatarr
(2) 

[; XX?:lTt f,?::i,',l* r.,In 
u s u s s e b a g a i m a n a d i m a ks u d d a r a m a ya t

a) Bandar Udara Umum yang ada, t idak dapat  merayani  sesuai  dengan
#::agibutuhkan 

karena"r.drnrtrrrn -tmampuan 
fasiritas yang

b) Berdasarkan pertimbangan ekoromi dan teknis operasionar sertamenjamin keselamalari peneroang.n "'rp)uitu 
menrbangurn dcr'Inengoperasikan Bandar Udara Khuis

(3) Pengelola Banclar udara Khusus waj ib menyediakan dan memerihara :a) Fasiritas pendaratan, repas randas dan parkir pesawat udara;b) Fasir i tas keseramatan dan penunjang keseramatan penerbangan;c) 
Fillll:rn'Silttt vans sesuai densan r<ebutuhan operasionar

(4) Pada fasi l i tas sebagaimana dimaksud ayat (3),  dirakukan pemeriksaanatau penil ikan secarl periodir, seluiang-rurrngn'y, satu kari setahun orehDinas.
(5) Pengelola Bandar Udara Khusus wl j lb melyampaikan raporan tertur istentang pengeroraannya kepaoa Gubernur merarui  Dinas.(6) 

Hiltfftff.irilgoperasian Bandar Udara Khusus harus mendapatkan
(7) Untuk set iap iz in yang diber ikan olehGubernur,  d ikenakan retr ibusi .(B) Pengaturan retr ibusi  sebagaipera-tura; Dr;;.;?r:il1fl,:,, 

una d imaksud d a ta nr ayat (7), ct iatu r d a ra nr

BAB
PENYELENGGARAAN POS

VI
DAN ] 'ELEKOMUNIKASI

Bagian pertama

Penye lenggaraan pos

Pasal  80

Pelayanan pos terdir i  oari  :
Penyelenggaraan



a.

b .

Pe layanan Pos yang d ise lenggarakan o leh  BUMN,  pT.  pos  lndones ia(Persero);

Untuk memper luas jar ingan perayanan d;  b idang pos,  c lapatdiselenggarakan Pengusihaan Jasa Ti i ipan yang di lakukan oleh Bac1arrusaha berbadan hukum la innya se ia in 'BUI IN/pr .  pos  lndones ia(Persero).

Parag raf 1
Pe layanan pos

Pasa l  B1

Pe layanan Pos yang d ise lenggarakan, r leh  P ' f .  pos  lndones ia  d i  p rop i ' s i
Banten dalam melakukan [69iatan pelayanannya waj ib 'e laksanakankoordinasi  dan penyampaian lapdran berkala 'kepada Dinas.

Dalam rangka kelancaran
pengawasan,  pengendal ian

Pasa l  82

pe layanan Fos ,  D inas  melakukan keg ia tan
dan moni tor ing penyerenggaraan perayanan pos.

Parag raf 2
Peng usahaan Jasa T i t ipan

Pasal  83

Pengusahaan Jasa Ti t ipan yang di lakrrkan oleh Badarr Usaha lainnya, c iapatberbentuk Kantor pusat,  Kantorbabang dan atau ngen

Pasar 84

(1)  Pendir ian Kantor  Pusat ,  Cabang dan atau Agen sebagaimana dimaksucjpada Pasal  83 waj ib mempunyai  lz in Usaha.
(2)  lz in Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  d iber ikan o leh :

(a)  lz in Usaha Pendir ian Kantor  Pusat  d iber ikan o leh Menter iPerhurbungan sete lah mendapat  Rekomencasi  dar i  Gubernur,
(b )  l z in  Usaha Pend i r ian  Kantor , labang dan a tau  Agen c l iber ikan  o lehGubernur.

(3)  Set iap pember ian rekomendasi  dan iz in pengusahaan jasa t i t ipandikenakan Retr ibusi.
(4)  Ketentuan mengenai  tata cara pelaksanaan Pengusahaan Jasa Ti t ipanakan diatur  dengan Keputusan Gubernur



ffifiH"ffi3

Bag ian  Kedua
Penyelen g garaan Telekom r :  n ikasi

Parag raf 1
Penye lenggaraan Jar ingan Te lekomunikas i

Pasal  85

Penyelenggaraan Jar ingan Telekomunikasi  dapat  d i lakukan oleh Badan
Usaha yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku yaitu :
a .  Badan Usaha Mi l i k  Negara  (BUMN),
b .  Badan Usaha Mi l i k  Daerah (BUMD).
c.  Badan Usaha Swasta,  atau
d.  Koperasi .

Pasal BO

Penyelenggara jar ingan telekomunikasi  dalam nrelaksanakan kegiatan
pelayanan di wilayah Propinsi Banten, wajib melakukan koorcjinasi clan
menyampaikan laporan berkala kepada Dinas.

Pasal  87

Dalam upaya menunjang kelancaran penyelanggaraan jar ingan
telekomunikasi ,  Dinas melakukan pemantauar ' t ,  pengawasan dan
pengendal ian terhadap kegiatan penyelenggaraap jar ingarr  te lekomrrnikasi .

Pasal  88

(1)Da lam rangka pengembangan/pembangL lnan ja r ingan te lekomunikas i ,
pihak swasta dapat berperan serta dan cl iberikan kesernpatan untuk
menanamkan investasi .

(2)  Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksuC avat  (1)  dapat
melakukan ker jasama dengan penyelenggara jar ingan te lekomunikasi ,

(3)  Pember ian iz in investasi  d i tetapkan oleh Gubernur sete lah rnendapat
rekomendasi teknis dari  Dinas.

(4) Setiap pemberian izin dan rekomendasi dikerral<an Retr ibusi.



Parag raf 2
Penye lenggaraan Jasa Te lekonrun ikas i

Pasal  89

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi  dapat  d i lakukan oleh Badan Hukum
yang did i r ikan untuk maksud tersebut  berdasarkan Peraturan Perundana-
undangan yang berlaku yaitu :
a .  Badan Usaha Mi l i k  Negara  (BUMN).

b.  Badan Usaha Mi l ik  Daerah (BUMD).
c. Badan Usaha Swasta; atau
d. Koperasi.

Pasa l  90

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan jasa te lekornunikasi ,
d i lakukan kegiatan pemantauan,  pengawasan dan pengendal ian o leh Dinas.

Pasa l  91

Penyelenggara jasa telekomunil<asi dalam melaksanakan kegiatannya wajib
melakukan koordinasi  dan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas.

Pasal  92

(1)  Pelanggan jasa te lekomunikasi  dapat  mengadakan sendir i  perangkat
akses dan perangkat  terminal  pelanggan jasa te lekomunikasi .

(2)  Insta lansi  perangkat  akses d i  rumah dan atau d i  gedung dapat
di laksanakan oleh insta latur  yang mernenuhi  persyaratan.

(3)  Pember ian iz in usaha insta latur  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
ditetapkan oleh Dinas.

(4)  Set iap pember ian iz in d ikenakan Retr ibusi .
(5) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan persyaratan teknis lnstalatur

Kabel  Rumah atau Gedung di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasa l  93

(1)  Da lam rangka pengembangan a tau  pembangunan jasa  te lekomunikas i
p ihak swasta dapat  berperan ser ta dan diber ikarr  kesempatan untuk
menanamkan investasi .

(2)  Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksr-rd ayat  (1)  dapat
di lakukan ker jasama dengan penyelenggara jasa te lekomunikasi .

(3)  Pember ian iz in investasi  d i tetapkan oleh Gubernur sete lah mendapat
rekomendasi  teknis dar i  Dinas.

(4)  Set iap pember ian iz in dan rekomendasi  d ikenakan Retr ibusi .



Parag raf 3

Penyelenggaraan Telekornu nikasi  Kh us us

Pasa! 94

(1) Penyelennggaraan Telekomunikasi  khusus diselerrggarakan untuk
keperluan :
a.  Sendir i ;
b. Pertahanan Keamanan Negara;
c. Penyiaran.

(2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusrrs rlntuk l ' .eperluaan sencJiri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di lakukan untuk
keperluan :
a.  Perseorangan;
b. Instansi  Pemerintah'
c.  Dinas Khusus;
d. Badan Hukum.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekcmunikasi  khusus akan cl iatur
dengan Keputusan Gubernur.

Penyelenggaraan Telekomunikas i  Khusus
Untuk Keperluan Perseora.ngan

Pasal 95

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan
meliputi :
a. Kegiatan Amatir Radio.
b. Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Pasal  95

(1)  Kegiatan Amat i r  Radio sebagaimana dimaksud pada pasal  gS.huruf  a
di lakukan oleh set iap Warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan.

(2) Setiap Amatir Radio wajib memil iki  izin yang berupa IAR dan IPPRA serta
wajib mengikuti ujian negara Amatir Radio.

(3) Pemberian izin dan penyelenggaraan uj ian sebagaimana dimaksucl dalam
ayat (2) ditetapkan dan di laksanakan oleh Dinas.

(4) Setiap Amatir Radio wajib bergabung sebagai arrggota ORARI.

(5) Setiap pemberian izin dikenakan Retr ibusi.



Pasal 9 /

(1) Kegiatan Komunikasi  Radio Antar Penduduk sebagaimana cr imaksud pacja
[XTffmiT:jr:,1':*'*.n oren,itirp w*gu-i'rugu,., rnooneria yans

(2) 
l-'A[B !:litsH[-xi'io Antar Penduduk ha;us mernitiki izin yans berupa

(3) lzin dimaksud daram ayat (2) dikeruarkan oreh Dinas(4) 
ffi;f::#T,? j;J[:[,ilNFi dengan Radio Antar penducJuk rvaiib

(5) setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

Penye lenggaraan Te lekomunikas i  Khusus
Untuk  Keper luan lns tans i  pemer in tah

Pasa l  98

(1)  Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus utur< keperruan Instansi
-ru:ltlX[.|,i?#*:tulan ;l; r'stansi p.'uiintah untur< m.noukuns

(2) Penyelenggara Telekomunikasi  Khusus untuk keperruan Instansi
i.if;:r#ill,.r,lrour 

bekerjasama dengan punvurunssara jaringan
(3) Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus untuk keperluan InstansiPemerintah dapat diselenggarakan apabi la :

a '  Jenis  Komunikas i  
.y?ng d iperrukan t idak dapat  d ipenuhi  orehpenyelenggara jar ingan clan atau penyel i ,  i . ru telekomunikasi ;

b '  Lokasi  kegiatannya belum ler iangka.y oleh penyelenggara jar ingan danatau penyerenggara jasa tete[ornirnikasi;
c '  Kegiatannya memerlukan jar ingarr telekomunikasi  tersendir i .

(4) Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus untuk keperluan lnstansiPemerintah dilaksanakan setetan mendapat izin ciai i Di;;, cjenganmengacu pada alokasi frekuensi nasionai.
(4) setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

penyerenggaraan Tetekcmunikas i  Khusus
Untuk Keperluan Dina.s Kh usus

Pasal gg

Penyelenggaraan Telekomunikasi l(husus Untut< Kepei-luan Dinas Khususdrlakukan untuk mendukung kegiatan oin.s khusus yang bersangkutan.
Penyelenggara Tetekomunikasi  Klrusus untuk keperluan dinas khususdapat bekerjasama dengan penyelenggara jar ingan telekomunikasi .

(1 )

(2)



(3) Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus U ntuk Keperiuan Dinas dapat
diselenggarakan untuk :
a.  Keperluan Navigasi  Penerbangan dan Pelayaran;
b. Keselamatan Penerbangan dan Pelayaran;
c. Keperluan Meteorologi dan Geofisiska;
d. Keperl t rarr  Pencarian dan pertolongan (SAR);
e. Keperluan Penginderaan dan pengendal ian Jarak Jauh;
f  .  Keperluan Radio Astronomi.

(4) Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus Untuk Keperluan Dinas khusus
di laksanakan setelah mendapat iz in dar i  Dinas dengan mengacu pada

alokasi  f rekuensi nasional.
(5) Set iap pemberian iz in dikenakan Retr ibusi .

Penye lenggaraan  Te lekomun ikas i  Khusus
Untuk  Keper luan  Badan  Hukum

Pasa l  1  00

(1)  Penye lenggaraan Te lekomunikas i  Khusus  Untuk  Keper luan Badan
Hukum d i lakukan un tuk  mendukung keg ia tan  usahanya.

(2)  Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus Untuk Keper luan Badan
Hukum dapat  d ise lenggarakan apab i la  :
a.  Keper luannya t idak dapat  d ipenuhi  o leh penyelenggara jar ingan dan

atau penyedia jasa te lekomunikasi ;
b.  Lokasi  kegiatanya belum ter jangkau oleh penyelenggaraan jar ingan

dan a tau  penyed ia  jasa  te lekomunlkas i .
(3)  Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus untuk Keper luan Badan Hukum

terdi r i  a tas s is tem te lekomunikasi  :
a. Transportasi;
b.  Pertambangan dan Energi ;
c .  Perbankan;
d .  Kehutanan dan Perkebunan;
e.  Kesehatan;
f  .  Logist ik .

(4)  Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus Untuk keper luan Badan Hukum
di laksarra l<an sete lah mendapat  iz in dar i  Dinas dengan mengacu pada

alokasi  f rekuensi  nasional .
(5)  Set iap pember ian iz in d ikenakan Retr ibusi .



(4)

(5)

Penye leng garaan Te lekomunikas i  Khusus

Untuk  Keper luan Peny ia ran

Pasal  '1  01

(1)  Penyelenggaraan Radio Siaran dan atau TV Siaran dapat  d i lakukan oleh
lnstansi  Pemer intah,  Badan Usaha Mi l ik  Pemer intah (BUMN/BUMD) atau
Badan Hukum lndonesia yang bergerak d ib idang s iaran.

(2)  Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  adalah Badan
Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

(3)  Penyelenggaraan Radio Siaran dan atau Televis i  Siaran o leh Instansi
Pemer intah d iatur  lebih lanjut  o leh Instansi  yang bertanggungjawab di
b idang s iaran.

Penyelenggaraan kegiatan Radio/Televis i  Siaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat  (1)  d i laksanakan sete lah mendapat  iz in dar i  Dinas dengan
mengacu pada alokasi  f rekuensi  nasional .

Set iap pember ian iz in d ikenakan Retr ibusi .

Bag ian  Ket iga

Operas i  Pener t iban B idang Pos Dan Te lekomunikas i

Pasa l  1  02

(1)  Pelaksanaan penegakan hukum atas perturan Perundang-undangan
bidang Pos dan Telekomunikasi  termasuk peraturan pelaksanaanya
dalam bentuk operasi  penert iban,  harus d idasarkan pada hukum acara
pidana yang ber laku.

(2) Operasi Penert iban adalah kegiatan penert iban bidang Pos dan
Telekomunikasi  d i  wi layah Propinsi  Banten yang di lakukan secara berkala
o leh  D inas .

(3)  Dinas dalam melaksanakan operasi  penert iban bidang Pos dan
Telekomunikasi  dapat  mel ibatkan instansi  terkai t .

(4)  Tata cara operasi  penert iban bidang Pos dan Telekomunikasi  d i  atur
dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI I

KETENTUAN PENUTUP

Pasa l  1  03

Hal-hal  yang betum cukup diatur  dalam Peraturan Daerah in i ,  sepanjang
mengenai  teknis pelaksanaannya diaturr  lebih lanjut  dengan Keputusan
G ubern u r.



Pasal  1  04

Peraturan Daerah ini  mulai  ber laku pada tanggal diundangkan
Agar set iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya dalam 

'LembaiJn 
Daeiah

Propinsi  Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 bsenber 2002.

GUBERNUR BANT.EN,

ttd

H .  D .  MUNANDAR
Diundangkan d i  Serang
pada tanggal 2+ Dbeenher '  2002

SEKRETARIS DAERAH
PIOP|NSt BANTEN,

ttd

Drs .  H.  CHAERCTN MUCHSIN
Pembina Utama Muda

NIP.  010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  BANTEN TAHUN 2OO2 NOMOR. .?? . . , . .

SERI  :  . .8 . : .



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR i  +9  TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I .  UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di  Wi layah Propinsi  Banten merupakan
kegiatan yang sangat pent ing dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan memperlancar pemerataan pembanguna.n, memperkokoh
persatuan dan kesatuan ser ta  mempengaruh i  semua aspek keh idupan guna
meningkatnya taraf  kesejahteraan seluruh masyarakat di  Wi layah propinsi

Banten.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobi l i tas
orang dan barang serta jasa pos dan telekomunikasi  dar i  dan ke seluruh
pelosok Banten bahkan dar i  luar negeri  dan keluar negeri  merupakan indikasi
semakin  pent ingnya sektor  Perhubungan,  yang berperan sebagai  penunjang,
pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi  namun
belum berkemb?Dg, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan

serta hasi l -hasi lnya melalui  keterkai tan antar moda dan intra moda untuk
nten jangkau dan menghubungkan se luruh Wi layah Banten dengan mobi l i tas
t ingg i  yang mel iput i  penye lenggaraan perhubungan darat ,  perhubungan laut ,
perhubungan udara,  ser ta  pos dan te lekomunikas i .

Peranan sektor  perhubungan ada lah sangat  pent ing dan s t ra teg is
sebagai lnana uraian diatas, sehingga harus di tata dalam satu sistem

transportasi ,  s istem pelayanan pos dan telekomunikasi  secara utuh dan
ter integrasi  yang mendinamisasikan secara terpadu antar moda Oan intra moda
dan melmpu tnewujudkan tersedianya jasa transportasi ,  jasa pos dan
telekomunikasi  yang baik dengan pelayanan yang tert ib,  selamat,  aman,
nyaman, cepat,  tepat,  teratur,  lancar dan dengan biaya yang ter jangkau oleh
daya bel i  masyarakat serta memperhat ikan aspek kelestar ian l ingkungan,
koordinasi  antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi ,  sektor,  dan
atau unsur terkai t  agar pelayanan terhadap masyarakat t idak terhent i  dengan



adanya otonomi daerah sesuai dengan j iwa Undang-undang Nomor 22 Tahun
1  Q A Q

I  v v v .

Pokok-pokok pik iran tersebut di  atas terekam dalam Peraturan Daerah Propinsi

Banten tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dimana dalam Peraturan

Daerah ini  d iatur hal-hal  yang bersi fat  pokok, sedangkan yang bersi fat  teknis

dan operasional akan diatur lebih lanjut  dengan Keputusan Gubernur dan

Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan.

I I .  PASAL DEII I I  PASAL

Pasal  1
Cukup je las

Pasal  2
Cukup je las

Pasal  3
Ayat (1) 

Penetapan jar ingan transportasi  ja lan merupakan sarah satu
unsur pokok dalam rangka perencanaan dan pembinaan lalu
l intas dan angkutan jalan.
Dengan di tetapkannya jar ingan transportasi  ja lan akan terwujud
keterpaduan baik antara la lu l intas dan angkutan jalan dengan
perkeretaapian, angkutan sungai,  danau dan penyeberangan
yang mempunyai kesamaan wi layah pelayanan di  daratan
maupun antara la lu l intas angkutan jalan dengan moda
transportasi  laut dan udara yang keseluruhannya di tata dengan
pola jar ingan transportasi  ja lan dalam satu kesatuan sistem
transportasi.
Yang dimaksud dengan rencana umum jar ingan transportasi  ja lan
adalah gambaran keadaan jar ingan transportasi  ja lan yang ingin
diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu l intas dan
angkutan jalan di  Wi layah Propinsi ,  perkotaan dan perbatasan
antar  Prop ins i  yang terpadu ba ik  in t ra  maupun antar  moda.

Ayat (2)
Cukup je las

Ayat (3)
Penetapan Rencana Umum Jar ingan Transportasi  Jalan Propinsi
merupakan dasar pert imbangan dalam:
a. rencana penetapan jar ingan trayek dalam wi layah Propinsi ;
b.  rencana penetapan kelas ja lan;
c.  rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu l intas di  ja lan

Propinsi ;
c l .  rencana penetapan l intas angkutan sungai,  danau dan

penyeberangan.
Pasa l  4

Ayat (1 )
Cukup je las



Ayat (2)
Termina l  Penumpang T ipe A ada lah termina l  penumpang yang
melayani bis antar kota antar propinsi  (AKAP), bis antar kota dalam
propinsi  (AKDP), dan angkutan kota/perkotaan serta angkutan
pedesaan.
Terminal  Penumpang Tipe B adalah terminal  penumpang yang
melayani bis antar kota dalam propinsi  (AKDP), dan angkutan
kota/perkotaan serta angkutan pedesaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasa l  5
Penetapan kelas ja lan, jar ingan l intas dan jar ingan trayek adalah komponen
atau unsur yang akan membentuk dan mewujudkan rencana umum jar ingan
transportasi jalan.

Pasa l  6
Ayat (1)

Pengert ian Rekayasa Lalu Lintas mel iput i  perencanaanr pengadaan,
pemasangan dan pemel iharaan fasi l i tas kelengkapan jalah serta
rambu-rambu lalu l intas,  marka jalarr ,  lampu isyarat pengatur la lu
l intas dan fasi l i tas keselamatan lalu l intas la innya.
Pengert ian Manajemen Lalu t- intas mel iput i  kegiatan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengendal ian la lu l intas yang
bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketert iban dan kelancaran
lalu l intas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Fasi l i tas Perlengkapan Jalan la innya adalah
marka jalan, alat  pengendal i  dan alat  pengaman pemikai  ja lan
(guard rai l ,  del in iator) ,  a lat  pendukung kegiatan la lu l intas cJan
angkutan ja lan yang berada d i  ja lan dan d i  luar  ja lan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasa l  7
Cukup je las

Pasal  B
Ayat  (1)

Pada dasarnya ja lan d igunakan untuk kepent ingan la lu  l in tas  umum,
tetapi  dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempert imbangkan
keselamatan dan ketert iban lalu l intas umum, ja lan dapat di iz inkin di
luar fungsi  sebagai ja lan, misalnya untuk kegiatan olah raga,
perhelatan, hiburan dan sebagainya.

Ayat (2)
Pembangunan atau pengembangan kawasan disuatu wi layah pada
hakekatnya akan berdampak pada akt iv i tas la lu l intas diseki tar
kawasan yang bersangkutan, ter lebih pada kawasan yang langsung
berbatasan, bersebelahan dengan ruas ja lan. Oleh karena i tu untuk
menghindari  dampak buruk terhadap kiner ja operasi  ja lan di  seki tar
kawasan yang dikembangkan, per lu dan harus di lakukan anal is is
dampak lalu l intas (traff ic impact study).

Kawasan atau kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel ,
pertokoan, perkantoran, pendidikan, industr i ,  pasar atau sejenisnya,



stasiun pompa bahan bakar,  rumah makan darr lcawasan yang
potens ia l  mengganggu k iner ja  operas i  ja lan.

Yang dimaksud Anal is is Dampak Lalu Lintas adalah suatu kaj ian
transportasi  yang menekankan pada upaya-upaya prevent i f  dan
ant is i fat i f  terhadap gangguan-gangguan lalu l intas yang di t imbulkan
sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan atau pengembangan
suatu kawasan, terutama pada seki tar ruas ja lan yang berbatasan
dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan
atau pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Pasa l  9
Ayat  (1)

Pemeriksaan Mutu di lakukan dalam upaya menjamin dan
mempertahankan bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi  te lah
sesuai dengan standar rancang bangun serta telah memenuhi
persyaratan teknis dan laik ja lan yang di tetapkan, dan sebagai alat
pengendal ian awal (dini)  dalam rangka pemenuhan persyaratan
teknis dan laik ja lan kendaraan bermotor demi keselarnatan lalu
l intas ja lan. :

Penguj ian protot ipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,
Pemeriksaan mutu karoser i  ( rancang bangun) kewenangan
Pemerintah Propinsi  sedangl<an penguj ian berkala kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)
Surat Keterangan Hasi l  Pemeriksaan Mutu adalah bukti  telah lulus
pemeriksaan mutu, yang selarr jutnya digunakan untuk penerbitan
surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pengujian pertama kal i .

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasa l  10
Ayat  (1)

Untuk tujuan pembinaan demi menjmin mutu hasi l  produksi karoseri,
hanya bengkel atau perusahaan karoseri yang telah memenuhi
persyaratan kelayakan bengkel karoseri dan telah terdaftar pada
Dinas yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan
pemeriksaan mutu terhadap hasi l  produksi karoseri kendaraan
bermotornya. Bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri yaitu
penilaian lokasi,  peralatan, tenaga pelaksana dan pemenuhan
ketentuan sesuai standar.

Pembinaan oleh Dinas perlu di lakukan dalam rangka menjamin
kualitas dan hasil produksi yang bermutu dan menjaga kelangsungan
hidup kegiatan pengusahaan perbengkelan karoseri serta untuk
menghindari tindakan-tindakan yang kurang menjamin keselamatan
dan keamanan pemakai terhadap produk karoseri kendaraan
bermotor yang dihasilkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal  1 1
Ayat  (1)

Cukup je las



Pasa l  g7
Yang di maksud dengan Komunikasi Radio Antar penduduk adalahkomunikasi radio yan.g menggunakan band rret<uensi radio yang ditentukan
;;:i'ii, AHfi- ilj::.:o'in*"i tut.pon 

"oi. antar punJJorr, daram
Pasa l  gB

Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus untuk keperruam Instansi
ffffii,:irr: 

maksudkan o.r.r ranska untuk mendukuns kesiatan
Pasa l  gg

Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khusus untuk keperluan Dinas Khusus di
il3ffi.]ian 

untuk mendukung k"si"irn Jinr. /";;o"rsanskutan, antara rain
a. n"i.,.^Ti?n dan pertotonsan (SAR);b.  Nav igas i ;
c.  Meterologi  dan geof is ika;
d.  penginderaan din pengendal ian jarak jauh;e. Keselamatan pun"ib.n"nuf 

-"- ' ,  ,
f ,  Kese lamatanpelayaran.

Pasa l  100
Penyelenggaraan Telekomunikasi  r<[1sr1s untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan oleh badan r ,ukum untuk r"nJr i -rng kegiatan dan atauusahanya, antara rain meriput i  s iste,  korrnikasi  usaha :a .  perbankan;
b. pertambangan dan energi ;
c .  Kehutanan;
d. Tranportasi
e .  Indust r i  dan perdagangan;
f  .  pertanian dan perf leOunana.

Pasa l  101

;:Hfi[:n?-ifiir 
rerekomunikasi Khusus untuk kepentinsan penyiaran

a'  Bersi fat  memancar satu arah dan terus menerus;b.  Di  ter ima., langsung oleh pun.r i r r ; '
c ,  Menarmpi lkan grmbal"  dan atau suara; dan

pasal lOfurrntukan 
siirannya untuk ,rryrrrkat luas.

Yang di maksud dengan Penert iban Bidang pos dan.Terekomunikasi adarahsuatu penertiban yang bersifai irtir oeigan- rli iuutt .n instansi terkaitmeliputi : pengusahaJn jasa titiprn,' ngnv"ienggri.rn jasa terekomunikasi
fl :,|1, J,Till"ff ,i,li, J."; ;s' il;" i*ruln'' i;*; izin, serta sa n ss u a n

Pasa l  103
Cukup je las

Pasa l  104
Cukup je las



lilffi'r.$il 
kawasan disekitar penemoatan atat bantu navigasi

Pasal  7B
Cukup je las

Pasa l  79
Cukup je las

Pasa l  B0
But i r  b
yang di  maksud pengusahaan 

ju.r ,  Ti t ipan 
_ 

adarah. kegiatan yangdirakukan oreh penyere-nggur.  untuk,.nur i rr ,  membawa dan ataui,i;:i#"ffiH :'Ji,::';:il:,f'JlT:?; o'"# o,n,.ng o.,i p.ngiiil
Pasa l  81

Cukup je las
Pasa l  82

Cukup je las
Pasa l  83

_ Cukup je las
Pasal  84

Cukup je las
Pasa l  85

Cukup je las
Pasa l  86

Cukup  je las
Pasal  87

Cukup je las
Pasa l  BB

Yang di  maksud dengan Pihak swasta adarah badan usaha yang berbadan

iT'H.J#,,i;ii,.**,,i;m;:1,-*?t'#;' atau rtp"i,,i yans
p a S a l  

B g  
r  -  v '  ' L v r \  v s t  i l  t V

Cukup ielas
Pasa l  g0

Cukup je las
Pasa l  g1

Cukup je las

Pasa l  g2
Cukup je las

Pasa l  g3
Cukup  je las

Pasal  94

J;ff" il" rffn* 
o "' [1 : n ffilfi5Js s a ra a n re re ko m u n i ka s i Kh u s u s a d a I a h

pengop"tasiannya khlr*  
yang si fat ,  peruntukan dan

Pasa l  g5
Penyerenggaraan Terekomunikasi  Khusus untukmaksudkan da lam rangka memenuhi  kegemarante lekomunikas i .

Pasa l  gO

keperluan perseorangan di
dan latih diri dalam b"idang

Yang di  maksud Kegiatan Amatir  Radio adalah. kegiatan lat ih dir i  ,  sal ing
ff"#|,TH:i lil 

ienveridikan-penveridikan teknik yans diselenssarakan



ayat  (1)  huruf  b)
Helipad atau Helideck adalah bandar u.dara yang digunakan sebagaitempat pendaratan dan repas irno* r,eri[opLi

Pasa l  73
Penyelenggaraan bandar udara ofeh pemerintah propinsi adalah bandarudara yang dibangun .atas praxaisa ,i"n uiava pemerintah propinsi danpenyelenggaraan bandar ud'"t" olen pum"tirit"n Kabupaten/Kota adalah
R:fiffi:#lftn..vans oibansu; rtuu prakarsa dan biaya pemerintah
Penyelenggaraan bandar udara oleh badan usaha kebandarudaraandidasarkan pada pelimpahrn reulgian *"*"nrng pemerintah dalampenyelenggaraan bandar uoara [q;i+ 

-$& 
pengendatian sertapengawasan yang tetap diraksanakan oreh pemefinian.

Pasa l  74
Cukup je las

Pasa l  75  aya t  (1 )
Ruang udara yang dikendal ikan (co ntr2l t .e!  Airspace)adalah ruang udarayang di tetapkan batas-batasnya, ytng didalamnvu Jiuur ikan pelayanan lalulintas udara (Air Traffrc coniit 

' 
seruicil 

'd;; 
perayanan informasi

?;ir';:,1^,lir,r(#tn, 
tnrormation service)' serra perayanan kesiasaan

Ruang udara yang t idak dikendal ikan ( tJncontrol led A"ignace) adalah ruangudara yang di tetapkan batas-batasnya. yang didalamnya diber ikanpelayanan informasi 
.penerbangan (Flight' lniormatioan servicel danpelayanan kesiag aan (Alerting SeiruiceT.

Pasa l  76
Cukup je las

Pasal  77 ayat  (1)
Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wi layah daratan dan/atau
i l"ff i l l tnn 

dipergunakan secara tungrung untuk kegiatan urnoar udara
-  Fasi l i tas pokok antara la in fasi l i tas s. is i  udara (runway, taxiway, aprondan airstr ip) ,  fasir i tas sis i  darat l terminai  punrrp?ng, bangunanoperasional '  menara pengawas, duqg pengisian bahan bakar pesawat),fasi l i tas navigasi  penerblngan, rasi t i t js  a ' iat  uantu pendaratan visual ,fasi l i tas kom un ikasi  penerba-ngan.
-  Fasi l i tas penunjang bandarui"m antara la in fasi l i tas penginapan/hotel ,fasil i tas penyediaan toko dan restoran, fasil i tas penempatan kendaraanbermotor, fasil i tas perawatan pada r]mumnya serta fasil i tas tainnya yangmenunjang secara langsung atau t idak r .ngrrng kegiatan bandai udara.
Kawasan Keselamatan operasi  Penerbangan adalah wi layah daratandan/atau perairan dul  ruang udara di  ieki tar bandar udara yangdipergunakan untuk kegiatan oi . tmi- fenerbang"n or lam rangka menjaminkeselantatan penerbang3n yang ditetapkan dengan batas-batas tertentuyang bebas dari penghilang @.6.stacte), '  metiputi '  t ' i"rr"n pendekatan danIepas landas, kawasan kemungkinan bah"y" k".uta[aan, kawasan dibawahpermukaan hor izontal  dalam, [awasan dibawan permukaan hor izontal  luar,kawasan dibawah permukaan kerucut,  kawasan dibawah permukaan



ayar (1) huruf b)
Cukup jelas

ayat (2)
Kegiatan usaha 

P:,i:lii.g angl(-utan udara dapat diserenggarakan orehUnit Pelaksana TeknisTsaluan"Keri; B;il;ilorr" pada bandar udarayang diselenggarakan oleh n.".r.rrinirt,-'p*"r"rintah propinsi danI)emerintah t<iuupaten/Kota, unit iEirr.rn. dari Badan UsahaKebandarudaraan pada uanoar u!3ra. Grq diserenggarakan oreh
ffi?:rr:;:nt 

Kebandairorirn, Badan frurum in-o'ill.i. atau
ayat (2) huruf a)

Kegiatan usaha penunjang bandar udara antara rain :- Petayanan jasa penunja-ng kegiatar p;;;tangan meriputipenyediaan ha.nggtt pu.J*at udara,' p"rb"ngkelan pesawat udara,pergudangan, jasa boga pes?y?t udara, lasa perayanan teknispenanganan pesawat udara di, darailr;J;.dvanan punlrnp.ngdan bagasi, jasa.penanganll 
!rtg";;;; frrr,rainnya yag secaralangsung menunjang [<u"girt .n penerbangan;

'  Pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara meriputi jasapenyed iaan pe n g in apan/h-oterla n tr, * it [otet, jasa penyed iaantoko dan restoran, jasa p"nurpatan kendaraan bermotor, jasaperawatan umum serta jasa trlnlVr vrg ,J.rra tangsung maupuntidak langsung menun.jang kegiat in 6;;d* udara;

ayat (2) huruf b)
Usaha Ekspedisi Muatan pesawat Udara meriputi  usahapengurusan dokumen-o"l:T:i_g.1 

pekeriaan_pekerjaan yansmenyangkut penerimaa' dan penyerahan muatan yang diangkutmetalui udara untuk diserahkar (;;;l ' o.n atau diterima dariperusahaan penerbangan untuk re'peiruan pemirik barang baikdalam maupun f uar neieri .

Pasa l  70
Cukup je las

Pasa l  71
Cukup je las

Pasal 72
ayat  (1)  huruf  a)  angka 1

Bandar udara pusat penyebaran adalah bandar udara yang mempunyaicakupan perayanan 
. yang ruas, merayani punrrprng daram jumrahbesar'  mempengaruhi pJtkut-uangan-ekonomi secara nasionar atauberbagai propinli, berpet.n Jri"r transportasi antar negara danrnerniriki fasiritas peneibangrn oungrn tJ*noilgi tinggi yang perrudiharmonisasi denqan negari lain serta memberikan perayanan minimaryang disesuaikan iengan standar internasionat

ayat  (1)  hurufa)  angka 2
Elandar udara bukan pusat penyebaran adalah bandar udara yang
I*'#5#T:ir,.,,1:Tt:i: r:.'aya 

n a n da n, 
", 

p 
"i 

g a ru h i p u,.iuil ua n s a n



Pasa l  49
Cukup je las

Pasa l  50
Cukup  je las

Pasa l  51
Cukup je las

Pasal  52
Cukup je las

Pasa l  53
Cukup  je las

Pasal  54
Cukup  je las

Pasa l  55
Cukup je las

Pasa l  56
Cukup  je las

Pasa l  57
Cukup  je las

Pasa l  58
Cukup je las

Pasa l  59
Cukup je las

Pasal  60
Cukup je las

Pasa l  61
Cukup je las

Pasal  62
Cukup je las

Pasa l  63
Cukup  je las

Pasa l  64
Cukup  je las

Pasa l  65
Cukup  je las

Pasa l  66
Cukup  je las

Pasal  67
Cukup je las

Pasa l  68
Cukup je las

Pasa l  69
ayat  (1)

Kegiatan angkutan udara dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha
Mil ik Negara, Badan Usaha Mi l ik Daerah, Badan Usaha Mi l ik Swasta
yang berbentuk Badan Hukum atau Koperasi .

ayat  (1)  huruf  a)
Jenis usaha angkutan udara meliputi  angkutan penumpang,
angkutan kargo/barang dan angkutan pos dengan menggunakan
pesawat udara.



kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan besertamuatannya.
Ayat (2)

Cukup je las
Ayat (3)

Cukup je las
Pasal  25

Cukup je las
Pasal  26

Cukup jelas
Pasal  27

Cukup jelas
Pasal  28

Cukup je las
Pasal  29

Cukup je las
Pasal  30

Cukup jelas
Pasa l  31

Cukup je las
Pasal  32

Cukup je las
Pasal  33

Cuk ' tp  je las
Pasal  34

Cukup je las
Pasal  35

Cukup je las
Pasal  36

Cukup je las
Pasal  37

Cukup je las
Pasa l  38

Cukup je las

Pasa l  39
Cukup  je las

Pasa l  40
Cukup je las

Pasa l  41
Cukup je las

Pasa l  42
Cukup je las

Pasa l  43
Cukup je las

Pasal  44
Cukup je las

Pasa l  45
Cukup jelas

Pasa l  46
Cukup je las

Pasal  47
Cukup je las

Pasa l  48
Cukup je las



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasa l  12
Cukup jelas

Pasa l  13
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur merupakan angkutan
yang mempunyai asal pemberangkatan, persinggahan dan akhir
perjalanan yang tetap, dimana awal dan akhir perjalanan merupakan
terminal baik berjadwal maupun t idak dan bukan merupakan
pelayanan dari pintu ke pintu.
Yang dimaksud dengan Angkutan Tidak Dalam Trayek merupakan
angkutan penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu
dan t idak berjadwal serta merupakan pelayanan dari pintu ke pintu.

Pasa l  14
Salah satu bentuk evaluasi  terhadap jar ingan trayek adalah penambahan
jumlah kendaraan angkutan umum pada suatu trayek atau wi layah operasi
dapat diber ikan apabi la load factor atau t ingkat penggunaan kendaraan
min imal  sebesar  70 %.

Pasa l  15
Yang d imaksud dengan Angkutan Khusus merupakan pe layanan angkutan
orang yang bersi fat  khusus sepert i  angkutan antar jemput dar i /ke hotel  dan
angkutar r  seko lah mengemudi .

Pasa l  16
Cukup je las

Pasa l  17
Ayat (3)

Pemberian batas waktu 2 (dua) bulan dimaksudkan untuk proses
penye lesa ian,  seh ingga d iharapkan t idak mengganggu
operasionalnya.

Pasa l  1B
Untuk tujuan keselamatan dan kelestar ian l ingkungan serta kenyamanan
angkutan penumpang umum per lu  d i lakukan pembatasan us ia  tekn is
kendaraan umum, yang da lam ha l  in i  d isamakan dengan us ia  operas i
selama 7 ( tujuh) tahun,

Pasa l  19
Cukup jelas

Pas;r l  20
Cukup je las

Pasa l  21
Cukup Jelas

Pasal  22
Cukup jelas

Pasal  23
Yang d imaksud dengan sepengetahuan DPRD adalah member i  peran
kepada DPRD dalam proses penetapan tar i f  dasar Angkutan AKDP kelas
ekonomi dan angkutan per int is yang di tetapkan oleh Gubernur melalui
rapat koordinasi .

Pasa l  24
Ayat  (1)
Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana la lu  l in tas  dan
angkutan ja lan d igunakan a la t  pen imbangan yang dapat  menimbang


